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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat dan ridho-Nya kami dapat menerbitkan Buku Struktur 
Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2018.  

Perubahan struktur Sekretariat Jenderal DPR RI menyesuaikan 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 20 18 .  Beberapa perubahan sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah 
pembentukan Alat Kelengkapan DPR yaitu Badan Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan penambahan Satu Wakil Ketua dalam komposisi 
Pimpinan DPR RI. Selanjutnya Setjen dan BK DPR RI menindaklanjuti 
dengan pembentukan unit kerja yang mendukung Badan dan Wakil 
Ketua dimaksud yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal 
:Jewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 
yaitu pembentukan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas 
Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga. Selain 
pembentukan dua unit kerja tersebut. juga dilaksanakan pemindahan 
Bagian Risalah yang semula berada di Pusat Data dan Informasi ke 
Biro Persidangan I. 

Atas upaya penerbitan buku ini, kami harap dapat memberikan 
kemudahan bagi unit kerja dalam melihat struktur organisasi 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian sebagai suatu sistem 
pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. 
Selain itu juga dapat dipergunakan seoptimal mungkin oleh unit kerja 
dalam mendalami tugas dan fungsinya masing-masing. 

Jakarta, Agustus 2018 
Sekretaris Jenderal, 
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PRE SI DEN 

R E P U B L I K  INOONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2015 

TENT ANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 3  ayat (1 )  

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keah!ian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

1 .  Pasal 4 ayat (1 )  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 

JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

BAB . . .  



BAB I 

KEDUDUKAN 

Pasal 1 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan 

tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 2 

( 1 )  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, yang dalarn Peraturan Presiden ini selanjutnya 

disebut Sekretariat Jenderal merupakan aparatur 

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat .Jeriderai dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 3 

( 1) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 

Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden ini selanjutnya 

disebut Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan secara administratif berada di 

bawah Sekretariat Jenderal. 

(2) Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. 

BAB . . .  
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BAB II 

SEKRETARIAT JENDERAL 

Bagian Kesatu 

Togas dan Fungsi 

Pasal 4 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat 

Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data 

dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; 

f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern 

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan . . .  
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g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik lndonesia; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

a. Deputi Bidang Administrasi; 

b. Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. lnspektorat Utama, 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Administrasi 

Pasal 7 

(1 )  Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan 

bertanggung jawa b kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 8 

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan . . .  

4  



a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi 

BidangAdministrasi; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan 

pelaksanaan dukungan di bidang hukum, perencanaan, 

pengorganisasian, keanggotaan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Badan Keahlian; 

d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; dan 

e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

Pasal 10 

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 6 

(enam) Biro. 

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat fl)  terdiri atas 

paling banyak 4 (empat) Bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Persidangan 

Pasal 1 1  

( 1 )  (1 )  Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 
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Pasal 12 

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang 

Persidangan; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungau kesekretariatan kepada Pimpinan; 

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan kerja sama antarparlemen; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan hubungan masyarakat dan pemberitaan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

Pasal 14 

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas paling banyak 5 

(lima) Biro. 

(2) Biro . . .  
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(2) Biro sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas 

paling banyak 4 (ernpat) Bagian. 

(3) Biro yang rnelaksanakan dukungan persidangan dan/atau 

kesekretariatan pirnpinan terdiri atas sejurnlah Bagian 

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jurnlah alat 

kelengkapan dan/atau jurnlah Pirnpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(4) Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

(5) Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) terdiri atas 

sejurnlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian Kelirna 

Inspektorat Utarna 

Pasal 15 

(1)  Inspektorat Utarna rnerupakan unsur pengawasan intern di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Jenderal. 

(2) Inspektorat Utarna dipirnpin oleh Inspektur Utarna. 

Pasal 16 

Inspektorat Utarna rnernpunyai 

pengawasan intern di lingkungan 

Badan Keahlian. 

tu gas rnelaksanakan 

Sekretariat Jenderal dan 

Pasal 17 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 16, Inspektorat Utarna rnenyelenggarakan fungsi: 

a. perurnusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat 

Utarna; 

b. koordinasi . . .  
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b. koordinasi dan pernbinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utarna; 

c. penyiapan perurnusan kebijakan pengawasan; 

d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan rnelalui audit, reviu, evaluasi, pernantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya; 

e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Sekretaris Jenderal dan/ a tau Pirnpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

g. pelaksanaan adrninistrasi Inspektorat Utarna. 

Pasal 18 

( 1 )  Inspektorat Utarna terdiri atas paling banyak 2 (dua) 

Inspektorat, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, dan kelornpok 

jabatan fungsional. 

(2) Bagian Tata Usaha sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Bagian Keeriam 

Pusat dan Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 19 

(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat 

sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal. 

(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jenderal. 

(3) Pusat dipirnpin oleh Kepala Pusat. 

(4) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (ernpat) Bidang, 1 

(satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelornpok jabatan 

fungsional. 

(5) Bidang . . .  
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(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri 

atas Subbidang dan kelompokjabatan fungsional. 

Pasal 20 

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan Zatau 

tugas teknis penunjang di lingkungan Sekretariat 

Jenderal, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit 

Pelaksana Teknis. 

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh 

Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Bagian Ketujuh 

Staf Khusus Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Pasal 2 1  

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat diangkat Staf 

Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Pasal 22 

(1 )  Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan saran 

dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Repu blik Indonesia dan melaksanakan tugas 

tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia di luar tugas yang sudah 

dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. 

(2) Staf . . .  
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(2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing­ 

masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

(3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai 

penugasannya. 

Pasal 23 

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam 

pelaksanaan tugasnya secara adrninistratif dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 24 

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal. 

(2) Tata Kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia diatur dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal. 

Pasal . . .  
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Pasal 25 

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal. 

Pasal 26 

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia paling lama sama dengan 

masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir 

masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau 

uang pesangon. 

Pasal 27 

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling 

tinggi setingkat dengan jabatan Eselon Lb atau Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya. 

Pasal 28 

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat 

Jenderal. 

BAB . . .  
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BAB III 

BADAN KEAHL!AN 

Pasal 29 

Badan Keahlian mempunyai tugas menctukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang keahlian. 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan 

Keahlian; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; 

c. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan 

i. pelaporan 

1 2  



i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Sekretaris Jenderal. 

Pasal 31 

(1) Badan Keahlian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat, 1 

(satu) Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan 

fungsional. 

(2) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 

Subbagian. 

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri 

atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan 

fungsional. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 32 

Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

Pasal 33 

Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan koordinasi dan 

bekerja sama di bawah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal . . .  
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Pasal 34 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja aparatur. 

Pasal 35 

Setiap pimpinan satuan orgarusasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian dalam melaksanakan tugas 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun ekstemal 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 36 

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di 

lingkungan masing-rnasing. 

Pasal 37 

Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

Pasal 38 

Setiap pimpinan satuan orgamsas1 wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

Pasal . . .  
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Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi 

wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan 

organisasi di bawahnya. 

BABV 

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 40 

(1) Sekretaris Jenderal, Kepala Sadan Keahlian, Deputi dan 

Inspektur Utama merupakan jabatan struktural eselon I.a 

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan lnspektur merupakan 

jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pirnpinan Tinggi 

Pratama. 

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan 

struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan 

struktural paling tinggi eselon III.a atau Jabatan 

Administrator. 

(5) Kepala Subbidang dan Subbagian merupakan jabatan 

struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. 

Pasal 41 

(1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usu! Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang­ 

undangan. 

(2) Kepala Sadan Keahlian, Inspektur Utama, dan Deputi 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(3) Pejabat . . .  
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(3) Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(4) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian diangkat dan diberhentikan oleh 

Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan. 

BAB VI 

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN 

Pasal42 

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan 

persandian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal. 

Pasal 43 

Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. 

Pasal 44 

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas 

Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, dan Staf Khusus 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB . . .  
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 45 

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dapat 

diangkat pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 46 

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian disusun berdasarkan analisis organisasi dan 

beban kerja. 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan 

organisasi, dan tata kerja satuan organisasi dan Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi dang 

pendayagunaan aparatur negara. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

1 .  seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai 

dengan terbentuknya organisasi Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian secara terinci berdasarkan Peraturan 

Presiden ini. 

2. seluruh . . .  
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2. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku 

jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap 

melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal 

sampai dengan terbentuknya jabatan dan diangkatnya 

pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan 

Presiden ini. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden ini. 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . .  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Maret 2015 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 43 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan, 

ttd. 

Bistok Simbolon 
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SUSUNAN DALAM SATU NASKAH 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 

BAB I 

SISTEM PENDUKUNG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Pasal 1 

Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas: 

a. Sekretariat Jenderal; dan 

b. Badan Keahtian. 

BAB II 

SEKRETARIAT JENDERAL 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 2 

(1 )  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian P..akyat Republik Indonesia, yang 

selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini disebut Sekretariat Jenderal merupakan 

aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 3 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 

administrasi dan persidangan. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat 

Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 
persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 
administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan 
informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

f. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 
Sekretariat Jenderal terdiri atas : 
a. Deputi Bidang Administrasi; 

b. Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. lnspektorat Utama. 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Administrasi 

Pasal 6 

(1 )  Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 7 

Deputi Bidang Administrasi mempunyar tugas melaksanakan penyiapan 
rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 
dan Sadan Keahlian. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi 

Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi; 
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang hukum, perencanaan, pengorganisasian, 
keanggotaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan 
e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 9 
Deputi Bidang Administrasi terdiri atas: 
a. Biro Protokol; 

b. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 
c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 
d. Biro Perencanaan dan Keuangan; 

e. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 
f. Biro Urnum. 

Paragraf 1 
Biro Protokol 

Pasal 10 
Biro Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekrctariat Jenderal, 
dan Badan Keahlian. 

Pasal 1 1  **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro 
Protokol menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strateg:is Biro Protokol; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Protokol; 
d. koordinasi dan pernbinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Protokol; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 
keprotokolan; 

f. pelaksariaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan; 
g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalarn acara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, 
serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia di bandara; 
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h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

1. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan 

urusan logistik keprotokolan; 

j. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan 

I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 12 

Biro Protokol terdiri atas: 

a. Bagian Acara; dan 

b. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Pasal 13 

Bagian Acara mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam 

acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 

Sadan Keahlian. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian 

Acara menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Acara; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian; 

e. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat 

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan dukungan keprotokolan di Bandara kepada Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Acara; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 15 

Bagian Acara terdiri atas: 

a. Subbagian Acara Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian;dan 

b. Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan. 
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Pasal 16 

(1)  Subbagian Acara Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan dalam 

acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian, dan melakukan dukungan 

keprotokolan di bandara kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian. 

(2) Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melakukan 

dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata 

usaha Bagian Acara. 

Pasal 17 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian, serta pelaksanaan penyaJuran delegasi rnasyarakat dan pelaksanaan 

urusan logistik keprotokolan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian 

Upacara dan Penyaluran De]egasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Upacara dan 

Penyaluran Delegasi Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

e. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan 

logistik; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi 

Masyarakat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 19 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Upacara; dan 

b. Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat. 



Pasal 20 

(1 )  Subbagian Upacara mempunyai tugas melakukan dukungan 
keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. 

(2) Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas 
pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka penyampaian 
aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, pelaksanaan urusan logistik keprotokolan, pelaksanaan tata 
usaha Bagian Upacara, dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Paragraf 2 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 21 

Bi .o  Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tu gas melaksanakan 
dukungan di bidang hukum dan pengaduan masyarakat. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ,  Biro 
Hukum dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan hukum dan 
pengaduan masyarakat; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan hukum dan pengaduan 
masyarakat; 

g. pelaksanaan dukungan di bidang hukum; 

h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

1. pelaksanaan analisis kebijakan; 

J· pelaksanaan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal; 

k. pelaksanaan legalisir produk hukum Sekretariat Jenderal; 

I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
m. penyusunan laporan kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 
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Pasal 23 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 

a. Bagian Hukum; dan 

b. Bagian Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 24 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan 

advokasi hukum, dukungan perumusan produk hukum, dan pelaksanaan 

serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian 

Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang hukum; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; 

d. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; 

e. dukungan perumusan produk hukum; 

f. pengelolaan administrasi, dokurnentasi, dan informasi hukum; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Hukurn; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukurn dan 

Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 26 

Bagian Hukum terdiri atas: 

a. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; 

b. Subbagian Perumusan Produk Hukum; dan 

c. Subbagian Dokumentasi dan Jnformasi Hukum. 

Pasal 27 

(1 )  Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas 

memberikan analisis, pertimbangan hukum, dan advokasi hukum. 

(2) Subbagian Perumusan Produk Hukum mempunyai tugas memberikan 

bantuan penyusunan produk hukum. 

(3) Subbagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan 

tata usaha Bagian Hukum. 

Pasal 28 *) 

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan 
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permasalahan yang disarnpaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 29 *) 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28, Bagian 

Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan 
Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 

d. pelaksanaan dukungan analisis surat pengaduan dan permasalahan yang 
ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

Sekretariat Jenderal; 

e. pelaksanaan dukungan pengadministrasian surat pengaduan dan 
permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan 
Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 30 *) 

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I; dan 

b. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II. 

Pasal 31 *) 

( 1 )  Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas 
melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 

masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan 
rakyat dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II mempunyai tugas 

melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 
masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan dan 
permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indunesia, pengaduan lainnya yang ditujukan kepada Sekretariat 
Jenderal, dan pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat. 

JO 
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PERATU PRESIDEN 

NOMOR 27 T 2015 

TENTANG 

SEKRETARIAT JENDBRAL 

DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN 

REPUBLIK INDONES 



PRE SI DEN 

R E P U B L I K  INOONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2015 

TENT ANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 3  ayat (1 )  

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keah!ian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

1 .  Pasal 4 ayat (1 )  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 

JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

BAB . . .  



BAB I 

KEDUDUKAN 

Pasal 1 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan 

tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 2 

( 1 )  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, yang dalarn Peraturan Presiden ini selanjutnya 

disebut Sekretariat Jenderal merupakan aparatur 

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat .Jeriderai dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 3 

( 1) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 

Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden ini selanjutnya 

disebut Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan secara administratif berada di 

bawah Sekretariat Jenderal. 

(2) Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. 

BAB . . .  
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BAB II 

SEKRETARIAT JENDERAL 

Bagian Kesatu 

Togas dan Fungsi 

Pasal 4 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat 

Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data 

dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; 

f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern 

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan . . .  

)  



g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik lndonesia; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

a. Deputi Bidang Administrasi; 

b. Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. lnspektorat Utama, 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Administrasi 

Pasal 7 

(1 )  Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan 

bertanggung jawa b kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 8 

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan . . .  
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi 

BidangAdministrasi; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan 

pelaksanaan dukungan di bidang hukum, perencanaan, 

pengorganisasian, keanggotaan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Badan Keahlian; 

d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; dan 

e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

Pasal 10 

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 6 

(enam) Biro. 

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat fl)  terdiri atas 

paling banyak 4 (empat) Bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Persidangan 

Pasal 1 1  

( 1 )  (1 )  Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 
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Pasal 12 

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang 

Persidangan; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungau kesekretariatan kepada Pimpinan; 

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan kerja sama antarparlemen; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan hubungan masyarakat dan pemberitaan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

Pasal 14 

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas paling banyak 5 

(lima) Biro. 

(2) Biro . . .  
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(2) Biro sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas 

paling banyak 4 (ernpat) Bagian. 

(3) Biro yang rnelaksanakan dukungan persidangan dan/atau 

kesekretariatan pirnpinan terdiri atas sejurnlah Bagian 

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jurnlah alat 

kelengkapan dan/atau jurnlah Pirnpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(4) Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

(5) Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) terdiri atas 

sejurnlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian Kelirna 

Inspektorat Utarna 

Pasal 15 

(1)  Inspektorat Utarna rnerupakan unsur pengawasan intern di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Jenderal. 

(2) Inspektorat Utarna dipirnpin oleh Inspektur Utarna. 

Pasal 16 

Inspektorat Utarna rnernpunyai 

pengawasan intern di lingkungan 

Badan Keahlian. 

tu gas rnelaksanakan 

Sekretariat Jenderal dan 

Pasal 17 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 16, Inspektorat Utarna rnenyelenggarakan fungsi: 

a. perurnusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat 

Utarna; 

b. koordinasi . . .  
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b. koordinasi dan pernbinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utarna; 

c. penyiapan perurnusan kebijakan pengawasan; 

d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan rnelalui audit, reviu, evaluasi, pernantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya; 

e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Sekretaris Jenderal dan/ a tau Pirnpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

g. pelaksanaan adrninistrasi Inspektorat Utarna. 

Pasal 18 

( 1 )  Inspektorat Utarna terdiri atas paling banyak 2 (dua) 

Inspektorat, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, dan kelornpok 

jabatan fungsional. 

(2) Bagian Tata Usaha sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Bagian Keeriam 

Pusat dan Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 19 

(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat 

sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal. 

(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jenderal. 

(3) Pusat dipirnpin oleh Kepala Pusat. 

(4) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (ernpat) Bidang, 1 

(satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelornpok jabatan 

fungsional. 

(5) Bidang . . .  
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(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri 

atas Subbidang dan kelompokjabatan fungsional. 

Pasal 20 

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan Zatau 

tugas teknis penunjang di lingkungan Sekretariat 

Jenderal, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit 

Pelaksana Teknis. 

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh 

Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Bagian Ketujuh 

Staf Khusus Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Pasal 2 1  

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat diangkat Staf 

Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Pasal 22 

(1 )  Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan saran 

dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Repu blik Indonesia dan melaksanakan tugas 

tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia di luar tugas yang sudah 

dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. 

(2) Staf . . .  
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(2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing­ 

masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

(3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai 

penugasannya. 

Pasal 23 

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam 

pelaksanaan tugasnya secara adrninistratif dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 24 

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal. 

(2) Tata Kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia diatur dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal. 

Pasal . . .  

1 0  



Pasal 25 

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal. 

Pasal 26 

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia paling lama sama dengan 

masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir 

masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau 

uang pesangon. 

Pasal 27 

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling 

tinggi setingkat dengan jabatan Eselon Lb atau Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya. 

Pasal 28 

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat 

Jenderal. 

BAB . . .  
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BAB III 

BADAN KEAHL!AN 

Pasal 29 

Badan Keahlian mempunyai tugas menctukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang keahlian. 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan 

Keahlian; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; 

c. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan 

i. pelaporan 
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i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Sekretaris Jenderal. 

Pasal 31 

(1) Badan Keahlian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat, 1 

(satu) Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan 

fungsional. 

(2) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 

Subbagian. 

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri 

atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan 

fungsional. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 32 

Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

Pasal 33 

Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan koordinasi dan 

bekerja sama di bawah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal . . .  
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Pasal 34 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja aparatur. 

Pasal 35 

Setiap pimpinan satuan orgarusasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian dalam melaksanakan tugas 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun ekstemal 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 36 

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di 

lingkungan masing-rnasing. 

Pasal 37 

Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

Pasal 38 

Setiap pimpinan satuan orgamsas1 wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

Pasal . . .  
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Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi 

wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan 

organisasi di bawahnya. 

BABV 

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 40 

(1) Sekretaris Jenderal, Kepala Sadan Keahlian, Deputi dan 

Inspektur Utama merupakan jabatan struktural eselon I.a 

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan lnspektur merupakan 

jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pirnpinan Tinggi 

Pratama. 

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan 

struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan 

struktural paling tinggi eselon III.a atau Jabatan 

Administrator. 

(5) Kepala Subbidang dan Subbagian merupakan jabatan 

struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. 

Pasal 41 

(1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usu! Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang­ 

undangan. 

(2) Kepala Sadan Keahlian, Inspektur Utama, dan Deputi 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(3) Pejabat . . .  
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(3) Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(4) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian diangkat dan diberhentikan oleh 

Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan. 

BAB VI 

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN 

Pasal42 

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan 

persandian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal. 

Pasal 43 

Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. 

Pasal 44 

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas 

Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, dan Staf Khusus 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB . . .  
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 45 

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dapat 

diangkat pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 46 

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian disusun berdasarkan analisis organisasi dan 

beban kerja. 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan 

organisasi, dan tata kerja satuan organisasi dan Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi dang 

pendayagunaan aparatur negara. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

1 .  seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai 

dengan terbentuknya organisasi Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian secara terinci berdasarkan Peraturan 

Presiden ini. 

2. seluruh . . .  
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2. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku 

jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap 

melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal 

sampai dengan terbentuknya jabatan dan diangkatnya 

pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan 

Presiden ini. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden ini. 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . .  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Maret 2015 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 43 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan, 

ttd. 

Bistok Simbolon 
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DAl,4M SATU NASKAH 

SBKRETARIS JEND 
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TERAKHIR DENGAN 

PERATURAN SE 
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SUSUNAN DALAM SATU NASKAH 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 

BAB I 

SISTEM PENDUKUNG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Pasal 1 

Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas: 

a. Sekretariat Jenderal; dan 

b. Badan Keahtian. 

BAB II 

SEKRETARIAT JENDERAL 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 2 

(1 )  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakiian P..akyat Republik Indonesia, yang 

selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini disebut Sekretariat Jenderal merupakan 

aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 3 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 

administrasi dan persidangan. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat 

Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 
persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 
administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan 
informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

f. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 
Sekretariat Jenderal terdiri atas : 
a. Deputi Bidang Administrasi; 

b. Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. lnspektorat Utama. 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Administrasi 

Pasal 6 

(1 )  Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 7 

Deputi Bidang Administrasi mempunyar tugas melaksanakan penyiapan 
rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 
dan Sadan Keahlian. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi 

Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi; 
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang hukum, perencanaan, pengorganisasian, 
keanggotaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan 
e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 9 
Deputi Bidang Administrasi terdiri atas: 
a. Biro Protokol; 

b. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 
c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 
d. Biro Perencanaan dan Keuangan; 

e. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 
f. Biro Urnum. 

Paragraf 1 
Biro Protokol 

Pasal 10 
Biro Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekrctariat Jenderal, 
dan Badan Keahlian. 

Pasal 1 1  **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro 
Protokol menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strateg:is Biro Protokol; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Protokol; 
d. koordinasi dan pernbinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Protokol; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 
keprotokolan; 

f. pelaksariaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan; 
g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalarn acara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, 
serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia di bandara; 
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h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

1. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan 

urusan logistik keprotokolan; 

j. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan 

I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 12 

Biro Protokol terdiri atas: 

a. Bagian Acara; dan 

b. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Pasal 13 

Bagian Acara mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam 

acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 

Sadan Keahlian. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian 

Acara menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Acara; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian; 

e. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat 

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan dukungan keprotokolan di Bandara kepada Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Acara; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 15 

Bagian Acara terdiri atas: 

a. Subbagian Acara Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian;dan 

b. Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan. 
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Pasal 16 

(1)  Subbagian Acara Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan dalam 

acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian, dan melakukan dukungan 

keprotokolan di bandara kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian. 

(2) Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melakukan 

dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata 

usaha Bagian Acara. 

Pasal 17 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian, serta pelaksanaan penyaJuran delegasi rnasyarakat dan pelaksanaan 

urusan logistik keprotokolan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian 

Upacara dan Penyaluran De]egasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Upacara dan 

Penyaluran Delegasi Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

e. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan 

logistik; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi 

Masyarakat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 19 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Upacara; dan 

b. Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat. 



Pasal 20 

(1 )  Subbagian Upacara mempunyai tugas melakukan dukungan 
keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. 

(2) Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas 
pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka penyampaian 
aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, pelaksanaan urusan logistik keprotokolan, pelaksanaan tata 
usaha Bagian Upacara, dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Paragraf 2 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 21 

Bi .o  Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tu gas melaksanakan 
dukungan di bidang hukum dan pengaduan masyarakat. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ,  Biro 
Hukum dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan hukum dan 
pengaduan masyarakat; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan hukum dan pengaduan 
masyarakat; 

g. pelaksanaan dukungan di bidang hukum; 

h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

1. pelaksanaan analisis kebijakan; 

J· pelaksanaan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal; 

k. pelaksanaan legalisir produk hukum Sekretariat Jenderal; 

I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
m. penyusunan laporan kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 
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Pasal 23 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 

a. Bagian Hukum; dan 

b. Bagian Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 24 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan 

advokasi hukum, dukungan perumusan produk hukum, dan pelaksanaan 

serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian 

Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang hukum; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; 

d. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; 

e. dukungan perumusan produk hukum; 

f. pengelolaan administrasi, dokurnentasi, dan informasi hukum; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Hukurn; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukurn dan 

Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 26 

Bagian Hukum terdiri atas: 

a. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; 

b. Subbagian Perumusan Produk Hukum; dan 

c. Subbagian Dokumentasi dan Jnformasi Hukum. 

Pasal 27 

(1 )  Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas 

memberikan analisis, pertimbangan hukum, dan advokasi hukum. 

(2) Subbagian Perumusan Produk Hukum mempunyai tugas memberikan 

bantuan penyusunan produk hukum. 

(3) Subbagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan 

tata usaha Bagian Hukum. 

Pasal 28 *) 

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan 
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permasalahan yang disarnpaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 29 *) 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28, Bagian 

Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan 
Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 

d. pelaksanaan dukungan analisis surat pengaduan dan permasalahan yang 
ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

Sekretariat Jenderal; 

e. pelaksanaan dukungan pengadministrasian surat pengaduan dan 
permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan 
Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 30 *) 

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I; dan 

b. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II. 

Pasal 31 *) 

( 1 )  Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas 
melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 

masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan 
rakyat dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II mempunyai tugas 

melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 
masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan dan 
permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indunesia, pengaduan lainnya yang ditujukan kepada Sekretariat 
Jenderal, dan pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat. 
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Paragraf 3 
Biro Kepegawaian dan Organisasi 

Pasal 32 *) 

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan manajemen 
kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan 
fraksi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan pelayanan 
kesehatan. 

Pasal 33 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro 
Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Kepegawaian dan 

Organisasi; 

b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kepegawaian dan 
Organisasi; 

c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 
Kepegawaian dan Organisasi; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian 
dan organisasi; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan organisasi; 
g. pengelolaan manajemen kepegawaian; 
h. pclaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan 

fraksi; 
1. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
J. pengeiolaan pelayanan kesehatan; 
k. pelaksanaan analisis kepegawaian; 
1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

m. penyusunan laporan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 34 *) 

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: 
a. Bagian Kepegawaian; 
b. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; 
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan 
d. Bagian Pelayanan Kesehatan. 
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Pasal 35 
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber 
daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal 36 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian 
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Kepegawaian; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kepegawaian; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian; 
d. pelaksanaan formasi dan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Sadan Keahlian; 
e. pelaksanaan manajemen kinerja dan pengembangan karir pegawai di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 
f. pengelolaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal 

dan Sadan Keahlian; 
g. pelaksanaan analisis kepegawaian; 
h. pelaksanaan tata usaha Bagian Kepegawaian; 
1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian 

dan Organisasi; dan 
J. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kepegawaian 

dan Organisasi. 

Pasal '.37 
Bagian Kepegawaian terdiri atas: 
a. Subbagian Formasi; 
b. Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai; dan 

c. Subbagian Kesejahteraan. 

Pasal38 
( 1 )  Subbagian Formasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan 

formasi dan pengelolaan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian. 

(2) Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan 
kegiatan manajemen kinerja dan pengembangan karir pegawai di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

(3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

Pasal 39 *) 

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan 



Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan administrasi kesekretariatan 
fraksi. 

Pasal 40 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian 
Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Keanggotaan dan 
Kesekretariatan Fraksi; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan 
kesekretariatan fraksi; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan 
kesekretariatan fraksi; 

d. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan fraksi; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian 

dan Organisasi; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kepegawaian 
dan Organisasi. 

Pasal 41  *) 

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi terdiri atas: 
a. Subbagian Administrasi Keanggotaan; dan 
b. Subbagian Kesekretariatan Fraksi.- 

Pasal 42 *) 

(1 )  Subbagian Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas melakukan 
dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan 
Kesekretariatan Fraksi. 

(2) Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melakukan 
dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia. 

Pasal 43 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penataan 
orgarusas: dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

Pasal 44 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan 
Tatalaksana; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi dan tata 
laksana; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan dan jabatan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 
e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian 

dan Organisasi; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kepegawaian 

dan Organisasi. 

Pasal 45 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: 
a. Subbagian Organisasi; dan 
b. Subbagian Tata Laksana. 

Pasal 46 
(1)  Subbagian Organisasi mempunyai tugas menelaah dan mengevaluasi 

kelembagaan dan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyusun norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana. 

Pasal 47 

Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 48 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian 
Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pelayanan 

Kesehatan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan; 
ct. pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

e. pelaksanaan tata usaha Bagian Pelayanan Kesehatan; 

34 



f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian 
dan Organisasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kepegawaian 
dan Organisasi. 

Pasal 49 
Bagian Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 
a. Subbagian Pelayanan Medik; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 50 
(1)  Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata 
usaha Bagian Pelayanan Kesehatan. 

Paragraf 4 
Biro Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 51 
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 
perencanaan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta administrasi 
perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 
Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 52 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 1 ,  Biro 
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan 

Keuangan; 
b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan 

Keuangan; 
c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Perencanaan dan Keuangan; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan; 
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

dan pengelolaan keuangan; 
f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengelolaan 

keuangan; 
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g. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran; 

h. pelaksanaan administrasi keuangan; 

1. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; 

J. pelaksanaan dukungan administrasi perjaJanan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat JenderaJ, dan Sadan 

Keahlian; 

k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

I. penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan; dan 

m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 53 *) 

Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan; 

b. Bagian Administrasi Keuangan; 

c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

d. Bagian Perjalanan. 

Pasal 54 *) 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

PasaJ 55 *) 

DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian 

Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan; 

d. penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan 

Sekretariat J enderal; 

e. penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

f. pelaksanaan penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuangan; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuangan. 
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Pasal 56 *) 

Bagian Perencanaan terdiri atas: 
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; dan 
b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian. 

Pasal 57 *) 

(1)  Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR mernpunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, penyiapan bahan usulan rencana program, 
serta kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan 
Sadan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat 
Jenderal, penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan, dan 
anggaran Sekretariat .Jenderal dan Sadan Keahlian, serta pelaksanaar 
tata usaha Bagian Perencanaan. 

Pasal 58 *) 

Bagian Administrasi Keuangan mernpunyai tugas melaksanakan penataan kas 
dan pembukuan, verifikasi, dan penggajian anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, serta 
pegawai tidak tetap. 

Pasal 59 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian 
Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi 

Keuangan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan; 
d. pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran; 
e. pelaksanaan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, 
serta pegawai tidak tetap; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuangan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuangan. 
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Pasal 60 *) 

Bagian Administrasi Keuangan terdiri atas: 

a. Subbagian Kas dan Pembukuan; dan 

b. Subbagian Penggajian. 

Pasal 61 *) 

( 1 )  Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penataan 
kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran. 

(2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan administrasi 
penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, dan pegawai tidak 
tetap. 

Pasal 61A *) 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring 
dan evaluasi, revisi anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 61 B *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi, 

pertanggungjawaban dan pelaporan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan keuangan; 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran; 

e. pelaksanaan kegiatan revisi anggaran; 
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan Japoran keuangan; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan 
dan Keuangan; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan 
dan Keuangan. 

Pasal 61C *) 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: 
a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan 

b. Subbagian Pelaporan. 

Pasal 610 *) 

(1)  Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan revisi, 
monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran. 
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(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan 
keuangan. 

Pasal 62 
Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan 
dinas dalam negeri dan luar negeri. 

Pasal 63 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian 
Perjalanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perjalanan; 
b. penyusunan hahan kegiatan di bidang perjalanan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang perjalanan; 
d. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas dalam negen 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan dukungan adrninistrasi perjalanan dinas dalam negen 

kepada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 
f. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas luar negeri kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuangan; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan 
dan Keuangan. 

Pasal 64 
Bagi an Perjalanan terdiri atas: 

a. Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan; 
b. Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; dan 
c. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

Pasal 65 
(1)  Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam neger i 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi 
perjalanan dinas dalam negeri Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
serta pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan. 

(3) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Dewan Perwakilan 
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Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

Paragraf 5 
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pasal 66 
Biro Pengelolan Barang Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan gedung dan instalasi, 
pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, serta pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro 
Pengeiolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pengelolaan Barang Milik 

Negara; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pengelolaan Barang 

Milik Negara; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Barang 

Milik Negara, pengelolaan gedung dan instalasi, rumah jabatan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta wisma 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, 
pengelolaan gedung dan instalasi, rumah jabatan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta wisrna Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

g. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara; 

h. pengelolaan gedung dan instalasi; 
1. pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 
J. pengelolaan wisrna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
k. pelaksanaan kegiatan lam yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Adrninistrasi; 
I. penyusunan Japoran kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 

m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 
Ad minis trasi. 
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Pasal 68 
Biro Pengelolan Barang Milik Negara, terdiri atas: 
a. Bagian Administrasi Barang Milik Negara; 
b. Bagian Gedung dan Instalasi; 
c. Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; dan 
d. Bagian Pengelolaan Wisma DPR. 

Pasal 69 
Bagian Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan 
penatausahaan barang milik negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 70 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian 
Administrasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Barang 

Milik Negara; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelclaan Barang Milik Negara; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara; 
d. perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara; 
e. penatausahaan Barang Milik Negara; 
f. pelaporan Barang Milik Negara; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 71 
Bagian Administrasi Barang Milik Negara terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 
b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan 
c. Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara. 

Pasal 72 
(1) Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian 
pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

(2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 
melaksanakan pembukuan dan inventarisasi Barang Milik Negara di 
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lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

(3) Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara di lingkungan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian, serta pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi 

Barang Milik Negara. 

Pasal 73 

Bagian Gedung dan lnstalasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

gedung dan pertamanan serta melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan 

instalasi. 

Pasal 74 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian 

Gedung dan Instalasi menyelenggarakan Iungsi: 

a. penyusunan rericana kegiatan dan anggaran Bagian Gedung dan 

lnstalasi; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan 

pengoperasian instalasi; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan pengoperasian 

instalasi; 

d. pengelolaan gedung dan pertamanan; 

e. pengoperasian mekanikal; 

f. pengoperasian elektrikal; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Gedung dan Instalasi; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 75 

Bagian Gedung dan Intalasi terdiri atas: 

a. Subbagian Gedung dan Taman; 

b. Subbagian Mekanikal; dan 

c. Subbagian Elektrikal. 

Pasal 76 

(1 )  Subbagian Gedung dan Taman mempunyai tugas mengelola gedung serta 

melakukan pemeliharaan halaman dan taman. 

(2) Subbagian Mekanikal mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian 

mekanikal. 
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(3) Subbagian Elektrikal mernpunyai tugas melaksanakan pengoperasian 
elektrikal. 

Pasal 77 
Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Pasal 78 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian 
Pengelolaan Rumah Jabatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Rumah 

Jabatan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan; 
d. pengelolaan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata; 
e. pengelolaan rumahjabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 
f. pengelolaan rumah jabatan anggota di kawasan Ulujami; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 79 
Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan terdiri atas: 
a. Subbagian Pengelolaan RJA Kalibata; dan 
b. Subbagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJA Ulujami. 

Pasal 80 
(1) Subbagian Pengelolaan RJA Kalibata mempunyai tugas mengelola rumah 

jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 
kawasan Kalibata. 

(2) Subbagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJA Ulujami mempunyai tugas 
mengelola rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, mengelola rumah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia di kawasan Ulujami, dan melaksanakan tata usaha 
Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan. 

Pasal 81 
Bagian Pengelolaan Wisma DPR mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 
pengelolaan, dan pemeliharaan wisma DPR. 
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Pasal 82 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ,  Bagian 

Pengelolaan Wisma DPR menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Wisma 

DPR; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan wisma DPR; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan wisma DPR; 

d. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR; 

e. pelaksanaan pelayanan wisma DPR; 

f. pelaksanaan pemeliharaan wisma DPR; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 83 

Bagian Pengelolaan Wisma DPR terdiri atas: 

a. Subbagian Pelayanan Wisma; dan 

b. Subbagian Pemeliharaan Wisma. 

Pasal 84 

(1)  Subbagian Pelayanan Wisma mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kerumahtanggaan wisma DPR yang meliputi bungalow, ruang sidang, dan 

gedung serbaguna. 

(2) Subbagian Pemeliharaan Wisma mempunyai tugas melaksanakan 

pemeliharaan sarana dan prasarana wisma DPR, dan pelaksanaan tata 

usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR. 

Paragraf 6 

Biro Umum 

Pasal 85 

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengadaan, 

pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, 

pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan. 

Pasal 86 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Umum; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Umum; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Urn um; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Umum; 
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e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengadaan, 
pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, 
pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengadaan, pengelolaan 
persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, pelayanan 
kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan; 

g. penyelenggaraan layanan pengadaan; 
h. pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan; 
1. pengelolaan dan pelayanan kendaraan; 
J. pengelolaan pengamanan; 
k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
I. penyusunan laporan kinerja Biro Umum; dan 
m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 87 
Biro Umum terdiri atas: 
a. Bagian Layanan Pengadaan; 
b. Bagian Persuratan dan Penyimpanan; 
c. Bagian Kendaraan; dan 
d. Bagian Pengamanan Dalam. 

Pasal 88 
Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 

Pasal 89 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian 
Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Layanan Pengadaan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 
d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 
e. pelaksanaan kesekretariatan layanan pengadaan; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Layanan Pengadaan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 90 
Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas: 
a. Subbagian Pengadaan I; 
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b. Subbagian Pengadaan II; dan 

c. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

Pasal 91 

(1 )  Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
kesekretariatan layanan pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. 

(2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
kesekretariatan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya, 
serta pelaksanaan tata usaha Bagian Layanan Pengadaan. 

Pasal 92 

Bagian Persuratan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
tata persuratan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian serta penyimpanan dan 

pendistribusian perlengxapan. 

Pasal 93 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian 
Persuratan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Persuratan dan 

Penyimpanan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persuratan, penyimpanan, dan 
pend is tribusian perlengkapan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persuratan, penyimpanan, dan 
pendistribusian perlengkapan; 

d. pengelolaan urusan tata persuratan di lingkungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

e. pengelolaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Persuratan dan Penyimpanan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 94 

Bagian Persuratan dan Penyimpanan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Persuratan; dan 

b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian. 

Pasal 95 

( 1 )  Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas menerima, mencatat, 
memilah, dan mendist ribusikan surat di lingkungan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian 
serta melaksanakan tata usaha Bagian Persuratan dan Penyimpanan. 
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(2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas 
menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan kepada seluruh unit 
kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal 96 
Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan 
perawatan kendaraan dinas. 

Pasal 97 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian 
Kendaraan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Kendaraan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelayanan dan pemeliharaan 

kendaraan dirias; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayauan dan peme liharaan kendaraan 
dinas; 

d. pelayanan kendaraan dirias; 
e. pemeliharaan kendaraan dinas; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Kendaraan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 98 
Bagian Kendaraan terdiri atas: 
a. Subbagian Pelayanan Angkutan; dan 
b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas. 

Pasal 99 
(1) Subbagian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan 

angkutan dan penggunaan kendaraan dinas serta melaksanakan kegiatan 
tata usaha Bagian Kendaraan. 

(2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan 
pemeliharaan kendaraan dinas. 

Pasal 100 

Bagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
keamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks perkantoran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Jabatan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 101 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian 
Pengamanan Dalam menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengamanan Dalam; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; 

d. pelaksanaan pengamanan kompleks perkantoran Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan pengamanan kompleks rumah jabatan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan administrasi pengamanan; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengamanan Dalam; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 102 

Bagian Pengamarian Dalam terdiri atas: 

a. Subbugian Pelaksanaan Pengamanan Kompleks DPR RI; 

b. Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan 
Anggota; dan 

c. Subbagian Administrasi Pengamanan. 

Pasal 103 

(1 )  Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Kompleks DPR RI mempunyai tugas 
melakukan pengamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks 
perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan 
Anggota mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban di 
lingkungan kompleks rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Subbagian Administrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan 
administrasi pengamanan dan ketertiban serta melaksanakan kegiatan 

tata usaha Bagian Pengamanan Dalam. 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Persidangan 

Pasal 104 

(1 )  Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 105 

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Pasal 106 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi 
Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan; 
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 
c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaa.n dukungan 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

dukungan d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
kesekretariatan kepada Pimpinan; 

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama 
antarparlemen; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan hubungan 
masyarakat dan pemberitaan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain 1ang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 107 
Deputi Bidang Persidangan terdiri atas: 
a. Biro Persidangan I; 
b. Biro Persidangan II; 
c. Biro Kerja Sama Antar Parlemen; 
d. Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan 
e. Biro Pemberitaan Parlemen. 

Paragraf 1 

Biro Persidangan I 

Pasal 108 **) 

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan 
dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pas al 109 **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, 
Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan I; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Persidangan I; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Biro Persidangan I; 
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e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

persidangan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 

Persidangan I; 

g. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan 

persidangan paripurna; 

h. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan 

komisi XI dan persidangan paripurna; 

1. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

J. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan 

I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 1 1 0  **) 

Biro Persidangan I terdiri atas: 

a. Bagian Sekretariat Komisi I; 

b. Bagi an Sekretaria t Komisi II; 

c. Bagian Sekretariat Komisi III; 

d. Bagian Sekretariat Komisi IV; 

e. Bagian Sekretariat Komisi V; 

f. Bagian Sekretariat Komisi VI; 

g. Bagian Sekretariat Komisi VII; 

h. Bagian Sekretariat Komisi VIII; 

1. Bagian Sekretariat Komisi IX; 

J. Bagian Sekretariat Komisi X; 

k. Bagian Sekretariat Komisi XI; 

I. Bagian Persidangan Paripurna; 

m. Bagian Risalah; dan 

n. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 1 1 1  

Bagian Sekretariat Komisi I mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 

dan tata usaha Komisi I. 

Pasal 1 1 2  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 1 ,  Bagian 

Sekretariat Komisi I menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi I; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
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d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Komisi I; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi I; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
I. 

Pasal 113  
Bagian Sekretariat Komisi I terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 1 1 4  
( 1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi I. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Kornisi I. 

Pasal 1 1 5  
Bagian Sekretariat Komisi II mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi II. 

Pasal 1 1 6  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,  Bagian 
Sekretariat Komisi II menyelenggarakan fungsi: 

. . . 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 11; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Komisi II; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi II ; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
I. 

Pasal 1 1 7  
Bagian Sekretariat Komisi II terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 118  

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi II. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi II. 

Pasal 1 1 9  

Bagian Sekretariat Komisi lil mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 

dan tata usaha Komisi lll. 

Pasal 120 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119,  Bagian 

Sekretariat Komisi lil menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

lll; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi Ill; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi lll; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

!; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I .  

Pasal 121 

Bagian Sekretariat Komisi III terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 122 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi III. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi Iii . 

Pasal 123 

Bagian Sekretariat Komisi IV mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 

dan tata usaha Komisi JV. 

Pasal 124 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian 

Sekretariat Komisi JV menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 
IV; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi IV; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi IV; 
f. pelaksanaan kegiatan Iain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I .  

Pasal 125 
Bagian Sekretariat Komisi IV terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 126 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi IV. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi IV. 

Pasal 127 
Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi V. 

Pasal 128 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian 
Sekretariat Komisi V menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi V; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan baha.n/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi V; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi V; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
I. 
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Pasal 129 

Bagian Sekretariat Komisi V terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 130 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi V. 

(2) Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi V. 

Pasal 131 

Bagian Sekretariat Komisi VI mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 

dan tata usaha Komisi VI. 

Pasal 132 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ,  Bagian 

Sekretariat Komisi VI menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VI; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi VI; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VI; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I. 

Pasal 133 

Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 134 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi VI. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi VI. 
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Pasal 135 
Bagian Sekretariat Komisi VII rnempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi VII. 

Pasal 136 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian 
Sekretariat Komisi VII menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VII; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Komisi VII; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VII; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
I. 

Pasal 137 
Bagian Sekretariat Komisi VII terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 138 
(1)  Subhagian Rapat mernpunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/ materi dan pelaksanaan rapat Komisi VII. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi VII. 

Pasal 139 
Bagian Sekretariat Komisi Vlll mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi Vlll. 

Pasal 140 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian 
Sekretariat Komisi VIIJ menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VIII; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi VIJI; 
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e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VIII; 

f. pelaksanaan kegiatan Jain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I. 

Pasal 141 

Bagian Sekretariat Komisi VIII terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 142 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 
penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi VIII. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Komisi VIII. 

Pasal 143 

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi IX. 

Pasal 144 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bagian 
Sekretariat Komisi IX menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

IX; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Komisi IX; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi IX; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pe!aporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I. 

Pasal 145 

Bagian Sekretariat Komisi IX terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 146 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi IX. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi IX. 

Pasal 147 
Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi X. 

Pasal 148 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian 
Sekretariat Komisi X menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi X; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi X; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi X; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
I. 

Pasal 149 
Bagian Sekretariat Komisi X terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 150 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi X. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi X. 

Pasal 151  
Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi XI. 

Pasal 152 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1 ,  Bagian 
Sekretariat Komisi XI menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

XI; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi XI; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi XI; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 
I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I .  

Pasal 153 

Bagian Sekretariat Komisi XI terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 154 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 
penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi XI. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi XI. 

Pasal 155 

Bagian Persidangan Paripuma mernpunyar tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Persidangan Paripurna. 

Pasal 156 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Bagian 
Persidangan Paripuma menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Persidangan 
Paripurna; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Persidangan Paripurna; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Persidangan Paripuma; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 
I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidanga n 

I. 
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Pasal 157 

Bagian Persidangan Paripuma terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 158 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat paripuma. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan paripuma. 

Pasal l 58A **) 

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan 

risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 1588 **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 158A, Bagian 

Risalah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 

d. pelaksanaan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia; 

e. pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

I. 

Paragraf 2 

Biro Persidangan II 

Pasal 159 

Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

persidangan kepada Sadan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia. 

Pasal 160 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Biro 

Persidangan II menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan II; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan II; 
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c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Persidangan 

II; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Persidangan II; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 

Persidangan II; 

g. pelaksanaan rapat di Sadan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan administrasi persidangan di Sadan, Mahkamah, dan Panitia 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
J. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi '.3idang 

Persidangan. 

Pasal 161  **) 

Biro Persidangan II terdiri a tas: 

a. Bagian Sekretariat Sadan Legislasi; 

b. Bagian Sekretariat Sadan Anggaran; 

c. Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara; 

d. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 

e. Bagian Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga; dan 

f. Bagian Sekretariat Panitia Khusus. 

Paeal 162 

Bagian Sekretariat Sadan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Sadan Legislasi. 

Pasal 163 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bagian 
Sekretariat Sadan Legislasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Legislasi; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Sadan Legislasi; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Legislasi; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I I ;dan 
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g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
IL 

Pasal 164 
Bagian Sekretariat Sadan Legislasi terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 165 
(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Legislasi. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Legislasi. 

Pasal 166 
Bagian Sekretariat Sadan Anggaran mernpunyai tugas melaksanakan 
dukungan rapat dan tata usaha Sadan Anggaran. 

Pasal 167 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bagian 
Sekretariat Sadan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Anggaran; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Sadan Anggaran; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Anggaran; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
II. 

Pasal 168 
Bagian Sekretariat Sadan Anggaran terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 169 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Anggaran. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Anggaran. 
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Pasal 169A **) 

Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas 
melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Sadan Akuntabilitas Keuangan 

Negara. 

Pasal 1698 **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A, Bagian 
Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 
Akuntabilitas Keuangan Negara; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dulmngan rapat 

Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Akuntabilitas Keuangan 

Negara; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

11; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persictangan 

ii. 

Pasal 169C **) 

Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pas al 169 D **) 

( 1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 
penyiapan baha n Zrnateri dan pelaksanaan rapat Sadan Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Pasal 170 

Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas 
melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Mahkamah Kehormatan 

Dewan. 

Pasal 171 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bagian 
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Mahkamah Kehormatan Dewan; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 
Mahkamah Kehormatan Dewan; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan; 
f. pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan 

bahan penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 
11. 

Pasal 172 
Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Subbagian Administrasi Perkara. 

Pasal 173 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Mahkamah Kehormatan 
Dewan. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Subbagian Administrasi Perkara mempunyai tugas melakukan dukungan 
administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan bahan penyelidikan 
perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Pasal 174 

Bagian Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga mernpunyai tugas 
melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Sadan Urusan Rumah Tangga. 

Pasal 175 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bagian 
Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Urusan Rumah Tangga; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Sadan Urusan Rumah Tangga; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Urusan Rumah Tangga; 
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f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

II. 

Pasal 176 

Bagian Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 177 

(1)  Subbagian Rapat mernpunyai tugas melakukan dukungan peiaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Urusan Rumah 

Tangga. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Urusan Rumah Tangga. 

Pasal 178 

Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Panitia Khusus. 

Pasal 179 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bagian 

Sekretariat Panitia Khusus menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Panitia 

Khusus; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Panitia Khusus; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Panitia Khusus; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan 

II. 

Pasal 180 

Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 181 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Panitia Khusus. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Panitia Khusus. 

Paragraf 3 
Biro Kerja Sama Antar Parlemen 

Pasal 182 
Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan 
dukungan kesekretariatan kerja sama antarparlemen dan layanan alih bahasa. 

Pasal 183 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Biro 
Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi: 
a. perurnusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar 

Parlemen; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar 
Parlemen; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama 
Antar Parlemen; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Sadan 
Kerja Sama Antar Parlemen; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen; 

g. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi internasional dan 
dukungan analisis terhadap isu internasional; 

h. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi regional dan 
dukungan analisis terhadap isu regional; 

1. penyelenggaraan persidangan kerja sama bilateral dan dukungan analisis 
terhadap isu bilateral; 

J. penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan 
luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

k. penyelenggaraan dukungan alih bahasa; 

I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Persidangan; 

m. penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 
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Pasal 184 

Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri atas: 

a. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi lntemasional; 

b. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional; 

c. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral; 

d. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 185 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Intemasional rnempunyai tugas 

penyelenggaraan rapat dan tata usaha desk organisasi parlemen intemasional 

dan kerja sama organisasi multilateral intemasional Sadan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

Pasal 186 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bagian 

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Intemasional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan ar.ggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Organisasi lntemasional; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama organisasi 

intemasional; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama organisasi 

internasional; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk 

organisasi internasional Sadan Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. pelaksanaan tata usaha desk organisasi internasional Sadan Kerja Sama 

Antar Parlemen; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 187 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 188 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk organisasi intemasional Sadan Kerja Sama 

Antar Parlemen. 
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(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan desk organisasi intemasional Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

Pasal 189 
Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional mempunyai tugas 
penyelenggaraan rapat dan tata usaha desk organisasi parlemen regional dan 
kerja sama organisasi multilateral regional Sadan Kerja Sama Antar Parlemen. 

Pasal 190 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bagian 
Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Organisasi Regional; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangai kerja sama organisasi 

regional; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama organisasi 

regional; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk 
organisasi regional Sadan Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. pelaksanaan tata usaha desk organisasi regional Sadan Kerja Sama An tar 
Parlemen; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 
Antar Parlemen; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 
Antar Parlemen. 

Pasal 191  
Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 192 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk organisasi regional Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan desk organisasi regional Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

67 



Pasal 193 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas penyelenggaraan 
rapat dan tata usaha desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

Pasal 194 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bagian 
Sekretariat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Bilateral; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama bilateral; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama bilateral; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk kerja 

sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar Parlemen; 
e. pelaksanaan tare usaha desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama 

Antar Parlemen; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 195 
Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 196 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

Pasal 197 
Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota mempunyai tugas 
penyelenggaraan dukungan administrasi dalam 
negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
penyelenggaraan dukungan alih bahasa. 

pelaksanaan kegiatan luar 
Repu blik Indonesia serta 

Pasal 198 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bagian 
Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi 
Kegiatan Luar Negeri Anggota; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan alih bahasa; 
f. pelaksanaan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan Juar negeri 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 199 
Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota terdiri atas: 
a. Subbagian Penyiapan Administrasi; dan 
b. Subbagian Alih Bahasa. 

Pasal200 
(1) Subbagian Penyiapan Administrasi mempunyai tugas melakukan 

dukungan penyiapan bahan/materi, pelayanan rapat, dan tata usaha 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Juar negeri Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan dukungan alih 
bahasa. 

Paragraf 4 
Biro Kesekretariatan Pimpinan 

Pasal 201 *) 

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Sekretaris Jenderal, dukungan persidangan kepada Sadan 
Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta tata 
usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia. 
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Pasal 202 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201,  Biro 
Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 
b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 
c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan; 

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan 
kesekretariatan pimpinan; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan 
prmpman; 

g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Sadan Musyawarah dan Tim 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal; 

J. pelaksanaan kegiatan tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

k. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Persidangan; 

m. penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persictangan. 

Pasal 203 **) 

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Ketua; 

b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 

c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; 

d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

f. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 

Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 
g. Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah; 

h. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; 

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan 

j .  Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR. 

?f 51 4..:s::; ' 70 



Pasal 204 
Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas melaksanakan dukungan tata 
usaha dan kerumahtanggaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 205 
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bagian 
Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Ketua; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 206 
Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal207 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan uru san tata usaha 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan administrasi Staf 
Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 208 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan. 

Pasal 209 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan 
fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 
Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 210  
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 2 1 1  
(1)  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mernpunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan 
Keamanan. 

Pasal 212  

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan 
Pembangunan. 

Pasal 213 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ,  Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 
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c. pelaksan.aan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik lndonesia Bidang lndustri dan Pembangunan; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik lndonesia Bidang lndustri dan Pembangunan; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang lndustri dan Pembangunan; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang lndustri dan 

Pembangunan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 214 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang lndustri dan Pembangunan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 2 1 5  

(1)  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang lndustri dan 

Pembangunan. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 

kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang. lndustri dan 

Pembangunan. 

Pasal 216  

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

Pasal 217 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 216, Bagian 

Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik lndonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 
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d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 218  

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 219  

(1 )  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 
Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan 
Keuangan. 

Pasal 220 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 221 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegialan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
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f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tu gas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 222 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 223 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas rnelakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tarnu , dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. 

Pasal 223A **) 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga. 

Pasal 2238 **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, 
dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan h.mgsi: 

Bagian Sekretariat Wakil 
Kerumahtanggaan, dan 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Hubungan Antar Lembaga; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, 
dan Hubungan Antar Lembaga; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 
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e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, 

dan Hubungan Antar Lembaga; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 

Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

g. pe!aksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 223C **) 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 223D **) 

(1 )  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 
Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas 
Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga. 

Pasal 223E **) 

Jumlah Bagian yang melaksanakan dukungan kesekretariatan kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 akan disesuaikan dengan susunan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah hasil pemilihan umum 
tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427D Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 224 *) 

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah dan Tim Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Pasal 225 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian 

Sekretariat Sadan Musyawarah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Musyawarah; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Sadan Musyawarah 

dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Musyawarah; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 226 

Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 227 *) 

(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan 

bahan dan pelaksanaan rapat Sadan Musyawarah dan Tim Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 227 A *) 

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, pertemuan koordinasi, dan konsultasi. 

Pasal 2278 *) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 A, Bagian 

Sekretariat Musyawarah Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Musyawarah Pimpinan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Musyawarah 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan 

konsultasi, dan koordinasi; 
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e. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Musyawarah Pimpinan; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 227C *) 

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 2270 *) 

( 1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan 
bahan dan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, pertemuan konsultasi, dan koordinasi. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Musyawarah Pimpinan. 

Pasal 228 

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas 
melaksanakan dukungan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 229 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bagian 
Tata Usaha Pirnpinan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Pimpinan 

Sekretariat Jenderal; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kesekretariatan pimpinan 

Sekretariat Jenderal; 

c. pelaksanaan dukungan tata usaha Sekretaris Jenderal; 

d. pelaksanaan dukungan tata usaha Deputi Bidang Persidangan dan kepala 

biro di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Deputi Bidang Administrasi dan 

kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

f. pclaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 230 

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; 

b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan; dan 
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c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi. 

Pasal 231 
(1)  Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan 

dukungan tata usaha kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas 
melakukan dukungan tata usaha kepada Deputi Bidarig Persidangan dan 
kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. 

(3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas 
melakukan dukungan tata usaha kepada Deputi Bidang Administrasi dan 
kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. 

Pasal 231A 
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR mempunyai 
tugas melaksanakan dukungan tata usaha dan pengelolaan tenaga ahli, staf 
administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
pegawai non pegawai negeri si pi!. 

Pasal 2318 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231A, Bagian 
Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Tenaga 
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang ketatausahaan dan pengelolaan 
tenaga ahli, staf adrninistrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil; · 

c. pelaksanaan dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan, pegawai noripegawai 
negeri sipil; 

d. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli; 

e. pelaksanaan pengelolaan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipiI; 

f. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan 
Staf Administrasi Anggota DPR; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 231C 

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli; dan 
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b. Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR. 

Pasal 2310 

(1)  Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli mempunyai tugas melakukan 
dukungan tata usaha dan pengelolaan tenaga ahli serta pelaksanaan tata 
usaha Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR. 

(2) Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR mempunyai tugas 

melakukan dukungan tata usaha dan pengelolaan staf administrasi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pegawai 

nonpegawai negeri sipil. 

Paragraf 5 

Biro Pemberitaan Parlemen 

Pasal 232 

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, 

serta pengelolaan urusan penerbitan. 

Pasal 233 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Biro 

Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan 

Parlemen; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Pemberitaan Parlemen; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan 

informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, 

kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan; 

g. penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website; 

h. penyelenggaraan hubungan masyarakat; 

1. penyelenggaraan televisi dan radio; 

J. penyelenggaraan urusan penerbitan; 

k. penyelenggaraan kehumasan; 

I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 

m. penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan 

n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 
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Pasal 234 

Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas: 

a. Bagian Media Cetak dan Media Sosial; 

b. Bagian Hubungan Masyarakat; 

c. Bagian Televisi dan Radio Parlemen; dan 

d. Bagian Penerbitan. 

Pasal235 

Bagian Media Cetak dan Media Sosial mempunyai tugas mengelola pemberitaan 

di media cetak, media social, dan website, serta melaksanakan analisis media. 

Pasal 236 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bagian 

Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan 

Media Sosial; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media 

sosial, website, dan analisis media; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, 

website, dan analisis media; 

d. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak; 

e. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website; 

f. pelaksanaan analisis media; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan 

Parlemen; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan 

Parlemen. 

Pasal 237 

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas: 

a. Subbagian Media Cetak; 

b. Subbagian Media Sosial dan Website; dan 

c. Subbagian Analisis Media. 

Pasal 238 

(1)  Subbagian Media Cetak mempunyai tugas mengelola pernberitaan di 

media cetak. 

(2) Subbagian Media Sosial dan Website mempunyai tugas mengelola 

pemberitaan di media sosial dan website. 

(3) Subbagian Analisis Media mempunyai tugas melakukan analisis media 

dan pelaksanaan tata usaha Bagian Pemberitaan 
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Pasal 239 

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penerangan 

kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik. 

Pasal 240 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian 

Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hubungan 

Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang hubungan masyarakat; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat; 

d. penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan tentang 

keparlemenan; 

e. pelayanan informasi publik; 

f. pelaksanaan kehumasan; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan 

Farlemen; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan 

Parlemen. 

Pasal 241 

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Penerangan; dan 

b. Subbagian Pelayanan lnformasi Publik. 

Pasal 242 

(1)  Subbagian Penerangan mempunyai tugas penyiapan bahan materi dan 

pelaksanaan penerangan kepada masyarakat mengenai Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas pemberian 

layanan informasi publik kepada masyarakat dan pelaksanaan tata usaha 

Bagian Hubungan Masyarakat. 

Pasal 243 

Bagian Televisi dan Radio Parlemen mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengelolaan televisi dan radio. 

Pasal244 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian 

Televisi dan Radio Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Televisi dan Radio 

Parlemen; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; 

d. pengelolaan program dan produksi televisi; 

e. pengelolaan teknik televisi; 

f. pengelolaan radio; 

g. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Biro Pemberitaan 

Parlemen; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Biro Pemberitaan 

Parlemen. 

Pasal 245 

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas: 

a. Subbagian Program dan Produksi Televisi; 

b. Subbagian Teknik Televisi; dan 

c. Subbagian Radio. 

Pasal 246 

(1)  Subbagian Program dan Produksi Televisi mernpunvai tugas 

melaksanakan pengelolaan berita, program, dan produksi televise. 

(2) Subbagian Teknik Televisi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

teknis televisi. 

(3) Subbagian Radio mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 

dan pelaksanaan teknis produksi radio serta pelaksanaan kegiatan tata 

usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen. 

Pasal 247 

Bagian Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian. 

Pasal 248 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 247, Bagian 

Penerbitan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Penerbitan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penerbitan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang penerbitan; 

d. pelaksanaan proses produksi; 

e. pelaksanaan distribusi produk terbitan; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Penerbitan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Biro Pemberitaan 

Parlemen; dan 
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h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Biro Pemberitaan 
Parlemen. 

Pasal249 

Bagian Penerbitan terdiri atas: 

a. Subbagian Produksi; dan 
b. Subbagian Distribusi. 

Pasal250 
(1) Subbagian Produksi mempunyai tugas melaksanakan proses 

penyuntingan, penilaian naskah, pengelolaan naskah, desain, editor 
visual, dan pencetakan naskah. 

(2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi, 
distribusi produk terbitan, dan kegiatan tata usaha Bagian Penerbitan. 

Bagian Kelima 
lnspektorat Utama 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 251 

(1 )  lnspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) lnspektorat Utama dipimpin oleh lnspektur Utama. 

Pasal 252 
Jnspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal253 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
lingkungan Inspektorat Utama; 

c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; 

d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
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e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
g. pelaksanaan administrasi lnspektorat Utama. 

Pasal 254 
lnspektorat Utama terdiri atas: 
a. lnspektorat l; 
b. Inspektorat ll; 
c. Bagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 
lnspektorat l 

Pasal 255 
lnspektorat l mernpunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang 
keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, 
lnspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan 
lnformasi. 

Pasal 256 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, 
Inspektorat l menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis lnspektorat I; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan lnspektorat I; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran lnspektorat I; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Inspektorat I; 
e. perumusan kebijakan pengawasan; 

f. pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi 
Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, serta Pusat Data dan lnformasi; 

g. pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi 
Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 

h. penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan 
umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 
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p. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang 

keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 

dan Sadan Keahlian; 

q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan 

pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 

dan Sadan Keahlian; 

r. pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan 

ekstern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi 

Bidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

s. pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan 

ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan dan Sadan Keahlian; 

t. pendampingan/pemberian ketera..ngan ahli dalam proses penyidikan 

dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, 

dan urnum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Sadan 

Keahlian; 

u. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II; 

v. penyusunan laporan kinerja lnspektorat II; 

w. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada lnspektorat Utama; dan 

x. pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 4 

Bagian Tata Usaha 

Pasal259 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

lnspektorat Uta.ma. 

Pasal 260 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala..m Pasal 259, Bagian 

Tata Usaha menyelengga..rakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha 

lnspektorat Uta.ma; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Inspektorat 

Utama; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha lnspektorat Utama; 

d. dukungan administrasi perencanaan dan keuangan lnspektorat Uta.ma, 

lnspektorat l, dan lnspektorat II; 

e. dukungan administrasi kepegawaian dan umum lnspektorat Utama, 

lnspektorat I, dan lnspektorat II; 
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f. dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan Jnspektorat Utama, 

lnspektorat I, dan Jnspektorat 11; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh lnspektur Utama; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada lnspektur Utama. 

Pasal 261 

Sagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 262 

(1 )  Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi perencanaan dan keuangan lnspektorat Utama, 

Inspektorat I, dan lnspektorat II. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi kepegawaian dan umum lnspektorat Utama, 

lnspektorat I, dan Jnspektorat II. 

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan lnspektorat Utama, 

lnspektorat I, dan lnspektorat II. 

Bagian Keenam 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Paragraf 1 

Um um 

Pasal263 

(1) Pusat pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal 264 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian. 

Pasal 265 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan; 

d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 

e. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; 

g. perencanaan pendidikan dan pelatihan; 

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

1. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan; 

J. pelaksanaan tata usaha Pusat Penclidikan dan Pelatihan; 

k. pelaksanaan k-egiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris J end era!; 

1. penyusunan laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan 

m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 266 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: 

a. Bidang Perencanaan Diklat; 

b. Bidang Pelaksanaan Diktat; 

c. Bidang Evaluasi Diklat; 

d. Subbagian Tata Usaha; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragrai 2 

Bidang Perencanaan Diklat 

Pasal 267 

Bidang Perencanaan Diklat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 

penyusunan program pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 268 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang 

Perencanaan Diktat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan Diktat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan 

pelatihan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan; 

d. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan; 

e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan; 

f. pengkajian dan pengembangan kurikulum; 
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g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan. 

Paragraf 3 
Bidang Pelaksanaan Diklat 

Pasal 269 
Bidang Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 270 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bidang 
Pelaksanaan Diklat menyelenggarakan fr.ngsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pelaksanaan Diklat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
d. peiaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
e. pelaksanaan uji kompetensi; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan. 

Paragraf 4 
Bidang Evaluasi Diklat 

Pasal 271 
Bidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendidikan 
dan pelatihan. 

Pasal272 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud dalam Pasal 271, Bidang 
Evaluasi Diklat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Evaluasi Diklat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan; 
d. pelaksanaan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan; 
e. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan; 
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f. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Pendidikan 

clan Pelatihan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan. 

Paragraf 5 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 273 

Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Pe ndidikan dan Pelatihan, bidang, dan kelompokjabatan fungsional. 

Bagian Ketujuh 

Pusat Data dan lnformasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 274 

(1 )  Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung di llingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Pusat Data dan lnformasi dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pas al 27 5 **) 

Pusat Data dan lnformasi mempunyai tugas melaksanakan Jayanan 
perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, serta pengelolaan 
kearsipan dan museum. 

Pasal 27 6 **) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Pusat 

Data dan lnformasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan Informasi; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan 

lnformasi; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Data dan 

Informasi; 

d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pusat Data dan lnformasi; 
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e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi 
informasi dan komunikasi, serta pengelolaan kearsipan dan museum; 

f. pengelolaan perpustakaan; 

g. pengelolaan teknologi infonnasi dan layanan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik; 

h. pengelolaan kearsipan dan museum; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; 

J. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan lnformasi; dan 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 277 **) 

Pusat Data dan lnfonnasi terdiri atas: 

a. Bidang Perpustakaan; 

b. Bidang Data dan Teknologi lnfonnasi; 

c. Bidang Arsip dan Museum; 

d. Subbagian Tata Usaha; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 

Bidang Perpustakaan 

Pasal278 

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

perpustakaan. 

Pasal 279 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang 
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perpustakaan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perpustakaan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan; 

d. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka; 

e. pelayanan jasa perpustakaan; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 
lnformasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 
Infonnasi. 
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Paragraf 3 
Bidang Data dan Teknologi Informasi 

Pasal 280 
Bidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, 
serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 

Pasal 281 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang 
Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Data dan Teknologi 

lnformasi; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 

d. pengelolaan teknologi informasi; 
e. pengelolaan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 

I nformasi; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 

Jnformasi. 

Paragraf 4 
Bidang Arsip dan Museum 

Pasal 282 
Bidang Arsip dan Museum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 
kearsipan dan pengelolaan museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 283 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang 
Arsip dan Museum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Arsip dan Museum; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kearsipan dan museum; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang kearsipan dan museum; 

d. pembinaan dan pengelolaan kearsipan; 

e. pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan 
museum; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 
lnformasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 
lnformasi. 

94 



Paragraf 5 
Bidang Risalah 
(DIHAPUS) ** ) 

Pasal 284 (DIHAPUS) ** ) 

Bidang Risalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan risalah rapat 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 285 (DIHAPUS) ** ) 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian 
Risalah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Risalah; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang risalah; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang risalah; 
d. pelaksanaan penyusunan transkrip rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan pendistribusian hasil transkrip; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh K.epala Pusat Data dan 

lnformasi; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada K.epala Pusat Data dan 

lnformasi. 

Paragraf 6 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal286 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pu sat Data dan Informasi, bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 

BAB Ill 
SADAN KEAHLIAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 287 

( 1 )  Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang 
selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini disebut Badan Keahlian merupakan 
aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

95 



Bagian Ketiga 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Pasal 295 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan 
pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 296 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan cvaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemaritauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah 
Konstitusi; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan 
undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi; 

g. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang­ 

undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi; 

h. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang; 
1. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang 

di Mahkamah Konstitusi; 
J. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 

Undang; 

k. penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 

Undang; dan 
I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlian. 

Pasal 297 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 298 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Bagian Keempat 
Pusat Kajian Anggaran 

Pasal 299 
Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan 
wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 
anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. 

Pasal 300 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Pusat 
Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian 

Anggaran; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Kajian Anggaran; 
e. penyiapan bahan perurnusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian 

anggaran; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran; 
g. pelaksanaan dukungan evaluasi kajian an.ggaran; 
h. pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; 
1. pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran; 
J. penyusunan Japoran kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlian. 

Pasal 301 

Pusat Kajian Anggaran terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 302 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Kajian Anggaran. 
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Bagian Kelima 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Pasal 303 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan 
anggaran. 

Pasal 304 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Pusat 
Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Akuntabilitas 
Keuangan Negara; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian 
Akuntabilitas Keuangan Negara; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian 
Akuntabilitas Keuangan Negara; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
lingkungan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian 
akuntabilitas keuangan negara; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian akuntabilitas 
keuangan negara; 

g. pe!aksanaan dukungan evaluasi kajian akuntabilitas keuangan negara; 

h. pelaksanaan dukungan pengkajian akuntabilitas keuangan negara dan 
kinerja Kementerian/Lembaga; 

1. pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 

J. penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 
Negara; dan 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan KeahJian. 

Pasal 305 
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 306 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 
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Bagian Keenam 
Pusat Penelitian 

Pasal 307 
Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

PasaJ 308 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Pusat 
Penelitian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Pusat Penelitian; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian 
dan penelitian; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian; 
g. pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian; 
h. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian; 
1. pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian; 
J. penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 

Pasal 309 
Pusat Penelitian terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 310 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Penelitian, bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 

Bagian Ketujuh 
Bagian Tata Usaha Badan Keahlian 

Pasal 3 1 1  

Bagian Tata Usaha Badan Keahlian mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Badan Keahlian. 
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Pasal 312  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 1 ,  Bagian 
Tata Usaha Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Badan 

Keahlian; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Badan 

Keahlian; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Badan Keahlian; 

d. dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Badan Keahlian, 
Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas 
Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian; 

e. dukungan administrasi kepegawaian dan umum Badan Keahlian, Pusat 
Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 
Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 
Negara, dan Pusat Penelitian; 

f. dukungan administrasi pelaporan Badan Keahlian, Pusat Perancangan 
Undang-Unclang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat 
Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat 
Penelitian; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian; 
dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 

Pasal 313 
Bagian Tata Usaha Badan Keahlian terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 314 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Badan Keahlian, 
Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas 
Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan administrasi kepegawaian dan umum Badan Keahlian, Pusat 
Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 
Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 
Negara, dan Pusat Penelitian. 

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan administrasi pelaporan Badan Keahlian, Pusat Perancangan 
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Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat 
Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat 
Penelitian. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 315  
(1) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dapat dibentuk 

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. 
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 316  
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang bidang 
keahliannya. 

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang 
ditunjuk oleh kepala unit kerja masing-masing. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 317 
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk 
sebagai pelaksanaan tu gas teknis operasional dan/ a tau tu gas teknis 
penunjang Sekretariat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 318 
Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 7 ditetapkan dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 
negara. 
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SASV 
TATA KERJA 

Pasal 319 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata 
hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal 320 
Sekretaris Jenderal dan Kepala Sadan Keahlian menyampaikan laporan kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai hasil 
pelaksanaan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 321 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian harus menyusun analisis jabatan, 
peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan 
di lingkungan Sekretariat .Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal322 
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian dalam 
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip kocrdiriasi, integrasi, dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 
maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah, baik _pusat maupun 
daerah. 

Pasal 323 
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern 
pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya 
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

Pasal324 

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal325 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah­ 
langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 326 

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 
bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
kinerja secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 327 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. 

BAB VI 
ES ELON 

Pasal 328 

( 1) Sekretaris Jenderal, Kepala Sadan Keahlian, Deputi, dan Inspektur 
Utama merupakan jabatan struktural eselon I .a. atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Madya. 

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural 
eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon 
III.a. atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Subbidang dan Subbagian merupakan jabatan struktural eselon 

IV.a. atau Jabatan Pengawas. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 329 

Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Pasal329A 

Sepanjang unit pembina jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan jabatan 
fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum dibentuk, pelaksanaan tugas unit 
pembina dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. 

Pasal 330 

Perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan oleh Sekretaris 
Jenderal setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 334 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KETERANGAN 

*) Perubahan pertama, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 

**) Perubahan kedua, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat, 

Juliasih, S.H. ,  M.H. 

NIP. 19610725 198803 2 001 
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REKAPITULASI UNIT ORGANISASI BERDASARKAN STRUKTUR 

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

U1'1T ORGA1U8ABI 
Beeloa BM1oa Beeloa Beeloa 

I.a D.a m.a IV.a 
TOTAL 

SEKRETARIS JENDERAL 1 - - - 1 

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI 1 6 20 46 73 

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN 1 5 37 76 1 1 9  

INPEKTORAT UTAMA 1 2 1 3 7 

PUSAT - 2 6 2 10 

SEKRETARIAT JENDERAL 4 15 64 127 210 

- 

BADAN KEAHLIAN 1 5 1 8 15 

JUMLAH 5 20 65 135 225 
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SURAT M AN DAN RB NOMO 

B/3153/M.PA /09/2015 
TENTANG PENTAA:N ORGAN 

DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT JENDE 

BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKIL 

REPUBLIK INDON 



Nornor 

Lampiran 

Hal 

MENTE RI 

PENDAYAGUNAAN Al'A.RATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROI-::RASJ 

REPUllLIK INDONESlA 

B/Z!liE /M.PAN-RB/09/2015 

Satu Berkas 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahiian 
DPR RI 

/ZR September 2015 

Yth. 

Sekretaris Jenderal DPR RI 

di 

Jakarta 

Sehubungan dengan surat Saudara Norn or SJ/10855/SETJEN-DPRRI/PfLC3/7 /2015 

tanggal 29 Juli 2015 perihal Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repub l ik Indonesia, serta menindakianjuti 

diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keah l ian Dewan Perwak i lan Rakyat Republ ik Indones ia, dengan ini d isampaikan 

bahwa pada prinslpnva kami daoat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keah l ian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

yang te lah disempur n a k an sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat 

ditetapkan_ menjadi  Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

I n d o n e s i a ,  dan s a ! i n a n n y a  m o h o n  d i s a m p a i k a n  kepada Kernerrterlan Pendavagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut 

biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Sckret ariat Jendera l  Dewan 

Perwakilan Rakyat Republ ik Indonesia.  Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar 

memanfaatkan pegawa! a p a r a t u r  sipil Negara dan surnber daya m a n u s i a  lamnva sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ada di Sekretariat Jenderal Dewan 
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Perwakilan Rakya; Republik Indonesia dan/atau lnstansi Pemerintah di luar Sckrctariat 

Jenderal Dewan Perwakilan kakyat Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya agar 

berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara. 

Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. 1 erkait dengan keberaaaan Stai Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republil, 

Indonesia, perlu diatur tata kerja dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Repub!ik Indonesia tersendiri sesuai ketentuan Peraturan Presiden 

Nomor 27 Tahun 2015 tcmang Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Dalam rangka mengefektifkan pel.iksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, perlu diatur mcngenai bisnis proses yang efektif di antara unsur 

pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . 

3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisrne aparatur, agar dilakukan optimalisasi 

pemanfaatan jabatan fungsicnal yang berkembang di lingkungan aparatur pernenntah. 

Dengan penataan tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon di 

lingkungan Sekretariat Jenoeral dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana terlampir . 

Atas perhatian dan kerja sarna Saudara, disampaikan terima kasih . 

Tembusan: 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara: 
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan 

3. D irektur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 
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Lampiran Surat Menteri PAN RB 

Nomor s;if�.!, /M.PAN-RB/09/2015 
Tanggal : j} September 2015 

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Unit Organisasi 
I.a 

Eselon 

II.a Ill.a IV_a 

--' 

A. Sekretariat Jenderal 

1. Sekretaris Jenderal I  1 I  - I  - I  - I  

2. Deputi Bidang Persidangan I  1 I  5 ! 32 I 68 I I 

3. Deputi llidang Admmistrasi I 1 I 5 19 : 47 
I 

4. lnspelctorat Utama I 1 I  2 I 1 I 3 

5. J Pusat Pendidlkan dan Pelatihan 
---------- 

6. Pusat Data dan lnformasi 

B. Badan Keahlian 

1 

1 

3 

4 

1. Badan Keahlian 

Jumlah 

1 

5 

5 

20 

1 

60 

8 

128 

s w,; m; it''\54 :cJ 1 3 9  



PERA TU 

SEKRETARIS NDERAL 

NOMOR 6 TAHUN 2 15 TEN 

ORGANISASI DAN TAT".A 

SEKRETARIAT JENDE 

BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKIL 

REPUBLIK INDON 



Menimbang 

Mengingat 

PERA TU RAN 

SEKRETARISJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia maka perlu ditetapkan organisasi dan 

tata kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 

2014 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5650); 
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h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; 

dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 15 

Bagian Acara terdiri atas: 

a. Subbagian Acara Pimpinar. DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian; dan 

b. Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan. 

Pasal 16 

(1)  Subbagian Acara Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan dalam 

acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian, dan melakukan dukungan 

keprotokolan di bandara kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian. 

(2) Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melakukan 

dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Repub!ik Indonesia dan pelaksanaan tata 

usaha Bagian Acara. 

Pasal 17 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tuga.s 

melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian, serta pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan 

pelaksanaan urusan logistik keprotokolan. 

tata usaha Bagia.n Upacara dan Penyaluran Delegasi 

kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; 

e. pelaksanaan 

logistik; 

f. pelaksanaan 

Masyarakat; 

g. pelaksanaan 

dan 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian 

Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Upacara dan 

Penyaluran Delegasi Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan 
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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBL!K INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk meiaksanakan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 20 I 5 ten tang Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia maka periu ditetapkan organisasi dan 
tata kerja Sekretariat JenderaI dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia; 

l .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakiian 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5650); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwal.ilan Rakyat Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 43); 

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 805); 

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 

B/3153/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 28 September 2015; 

M E M U T U S K A N  

PERATURAN SEKRETARJS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

ORGANISASI 
JENDERAL 

DAN 
DAN 

TATA 
BAD AN KEAHLIAN DEWAN 

KERJA SEKRETARIAT 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 

SISTEM PENDUKUNG 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Pasal 1 
Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas: 
a. Sekretariat Jenderal; dan 
b. Badan Keahlian. 

BAB II 
SEKRETARIAT JENDERAL 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 2 

( 1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang 

selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini disebut Sekretariat Jenderal merupakan 
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aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 3 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 

administrasi dan persidangan. 

Pasal4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan 

informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 

f. perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan intern di 

lingkungan Sekretariat .Jenderal dan Sadan Keahlian; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Sekretariat J end era! terdiri atas : 

a. Deputi Bidang Administrasi; 

b. Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. lnspektorat Utama. 

Bagian Ketiga 
Deputi Bidang Administrasi 

Pasal 6 
( 1 )  Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Jenderal. 
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(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. 

Pa�al 7 

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pernbinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 

dan Sadan Keahlian. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi 

Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan di bidang hukum, perencanaan, pengorganisasian, 

keanggotaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan 

e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 9 

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas: 

a. Biro Protokol; 

b. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

d. Biro Perencanaan dan Keuangan; 

e. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 

f. Biro Umum. 

Paragraf 1 

Biro Protokol 

Pasal 10 

Biro Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 

dan Badan Keahlian. 

Pasal 1 1  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,  Biro 

Protokol menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Protokol; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Protokol; 
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d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Protokol; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

keprotokolan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan; 

g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian 

serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia di bandara; 

1. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan 

urusan logistik keprotokolan; 

J. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan 

l. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 12 

Biro Protokol terdiri atas: 

a. Bagian Acara; dan 

b. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Pasal 13 

Bagian Acara mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam 

acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 

dan Sadan Keahlian. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian 

Acara menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Acara; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian; 

e. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat 

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan dukungan keprotokolan di Bandara kepada Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Acara; 
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h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; 

dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 15 

Bagian Acara terdiri atas: 

a. Subbagian Acara Pimpinan DPR, Selcretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian; dan 

b. Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan. 

Pasal 16 

( 1 )  Subbagian Acara Pimpinan DPR, Selcretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan dalam 

acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian, dan melakukan dukungan 

keprotokolan di bandara kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian. 

(2) Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melakukan 

dukungan keprotokolan dalam acara dan persidangan Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata 

usaha Bagian Acara. 

Pasal 17 

Bagian Upacara dan Penyaluran Deiegasi Masyarakat mempunyai tuga.s 

melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan 

Keahlian, serta pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan 

pelaksanaan urusan logistik keprotokolan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian 

Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Upacara dan 

Penyaluran Delegasi Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan; 

d. pelaksanaan dukungan keprotokoian dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

e. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan 

logistik; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi 

Masyarakat; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Protokol; 

dan 
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h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol. 

Pasal 19 

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Upacara; dan 

b. Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat. 

Pasal 20 

(1)  Subbagian Upacara mernpunyai tugas melakukan dukungan 

keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

(2) Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas 

pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka 

penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, pelaksanaan urusan logistik keprotokolan, 

pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara, dan Penyaluran Delegasi 
Masyarakat. 

Paragraf 2 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 21 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan di bidang hukum dan pengaduan masyarakat. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,  Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Hukum 

dan Pengaduan Masyarakat; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Hukurn dan Pengaduan Masyarakat; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan hukum dan 

pengaduan masyarakat; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan hukum dan pengaduan 

masyarakat; 

g. pelaksanaan dukungan di bidang hukum; 

h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

1. pelaksanaan analisis kebijakan; 

J. pelaksanaan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal; 

k. pelaksanaan legalisir produk hukum Sekretariat Jenderal; 
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l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

m. penyusunan laporan kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 

dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 23 
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 

a. Bagian Hukum; dan 

b. Bagian Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 24 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan 

dan advokasi hukurn, dukungan perumusan produk hukurn, dan 
pelaksanaan serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian 

Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang hukum; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; 

d. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; 

e. dukungan perumusan produk hukum; 

f. pengelolaan adrninistrasi, dokumentasi, dan informasi hukum; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Hukum; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 26 

Bagian Hukum terdiri atas: 

a. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; 

b. Subbagian Perumusan Produk Hukum; dan 

c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

Pasal 27 
(1)  Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas 

memberikan analisis, pertimbangan hukum, dan advokasi hukum. 

(2) Subbagian Perumusan Produk Hukurn mempunyai tugas memberikan 

bantuan penyusunan produk hukum. 
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(3) Subbagian Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan dokumentasi dan inforrnasi hukum, pelaksanaan 
tata usaha Bagian Hukum. 

Pasal 28 
Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan 
perrnasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 29 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian 
Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan 

Masyarakat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 
d. pelaksanaan dukungan analisis surat pengaduan dan perrnasalahan 

yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
e. peiaksanaan dukungan pengadministrasian surat pengaduan dan 

permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat. 

Pasal30 
Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 
a. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat; dan 
b. Subbagian Administrasi Pengaduan. 

Pasal 31 
(1) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan 
yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Administrasi Pengaduan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan 
permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan 
Masyarakat. 
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Paragraf 3 
Biro Kepegawaian dan Organisasi 

Pasal 32 
Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan manajemen 
kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan, pengelolaan pegawai 
tidak tetap, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan 
pelayanan kesehatan. 

Pasal 33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro 
Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kepegawaian dan 

Organisasi; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kepegawaian dan 

Organisasi; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan 

organisasi; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan organisasi; 
g. pengelolaan manajemen kepegawaian; 

h. pelaksanaan administrasi keanggotaan dan pegawai tidak tetap; 
1. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
J· pengelolaan pelayanan kesehatan; 

k. penyelenggaraan analisis kepegawaian; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Administrasi; 

m. penyusunan Japoran kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 34 

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: 

a. Bagian Kepegawaian; 

b. Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap; 
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan 
d. Bagian Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 35 

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber 
daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 
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Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian 

Kepegawaian menyeienggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Kepegawaian; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kepegawaian; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian; 

d. pelaksanaan formasi dan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian; 

e. pelaksanaan manajemen k:inerja dan pengembangan karir pegawai di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

f. pengelolaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan analisis kepegawaian; 

h. pelaksanaan tata usaha Bagian Kepegawaian; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; dan 

J. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi. 

Pasal 37 

Bagian Kepegawaian terdiri atas: 

a. Subbagian Formasi; 

b. Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai; dan 

c. Subbagian Kesejahteraan. 

Pasal 38 

(1) Subbagian Formasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan 

formasi dan pengelolaan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian. 

(2) Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan 

kegiatan manajemen kinerja dan pengembangan karir pegawai di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. 

(3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian. 

Pasal 39 

Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, pengelolaan administrasi kesekretariatan fraksi, 

dan pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian 

Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Keanggotaan dan 

Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan 

pengelolaan pegawai tidak tetap; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan 

pengelolaan pegawai tidak tetap; 

d. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan fraksi; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi pegawai tidak tetap; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai 

Tidak Tetap; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi. 

Pasal 41 

Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap terdiri atas: 

a. Subbagian Administrasi Keanggotaan; 

b. Subbagian Kesekretariatan Fraksi; dan 

c. Subbagian Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap. 

Pasal 42 

( 1 )  Subbagian Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan 

Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap. 

(2) Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

(3) Subbagian Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Pegawai Tidak Tetap. 

Pasal 43 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan 

penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian. 

Pasal 44 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi dan tata 

laksana; 

c. pclaksariaan kegiatan di bidang penataan organisasi dan tata laksana; 

d. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan dan jabatan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 

e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi. 

Pasal 45 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: 

a. Subbagian Organisasi; dan 

b. Subbagian Tata Laksana. 

Pasal 46 

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas menelaah dan mengevaluasi 

kelembagaan dan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian. 

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyusun norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan 

Tata Laksana. 

Pasal 47 

Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 48 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian 

Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pelayanan 

Kesehatan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan; 

d. pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

e. pelaksanaan tata usaha Bagian Pelayanan Kesehatan; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi. 
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Pasal 49 

Bagian Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 

a. Subbagian Pelayanan Medik; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 50 
(I )  Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kesehatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata 

usaha Bagian Pelayanan Kesehatan. 

Paragraf 4 

Biro Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 51 

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perencanaan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta administrasi 
perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 52 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ,  Biro 

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan 
Keuangan; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan 
Keuangan; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Perencanaan dan Keuangan; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan 
pengelolaan keuangan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengelolaan 
keuangan; 

g. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta pengelulaan 
pelaksanaan anggaran; 

h. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

1. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat .Jenderal, dan Sadan 
Keahlian; 
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J. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

PasaJ 53 

Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan; 

b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 

c. Bagian Perjalanan. 

PasaJ 54 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

program dan anggaran serta pengelolaan pelaksanaan anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan 

Keahlian. 

Pasal 55 

DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 54, Bagian 

Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan; 

d. penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan 

Sekretariat Jenderal; 

e. penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

f. pelaksanaan penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 

JenderaJ, dan Badan Keahlian; 

g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran DPR, 

Sekretariat JenderaJ, dan Badan Keahlian; 

h. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 

J. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

PasaJ 56 

Bagian Perencanaan terdiri atas: 

a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; 

b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian; dan 

c. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran. 
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Pasal 57 

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR mempunyai tugas 

menyiapkan penyusunan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, penyiapan bahan usulan rencana program, serta 

kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana 

strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal, 

penyiapan bahan usulan rencana program, serta kegiatan dan anggaran 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

(3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 

pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, dan 

. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan. 

Pasal 58 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penataan 

kas dan pembukuan, verifikasi, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan, 

serta penggajian anggota Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia, 

pegawai Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, serta pegawai tidak tetap. 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian 

Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Akuntansi dan 

Pelaporan: 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan; 

d. pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran; 

e. pelaksanaan evaluasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan 

penyusunan laporan keuangan; 

f. pelaksanaan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, 

serta pegawai tidak tetap: 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Akuntansi dan Pelaporan; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

?erencanaan dan Keuangan. 

Pasal 60 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: 

a. Subbagian Kas dan Pembukuan; 

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; 

c. Subbagian Penggajian. 
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Pasal 61 

( 1 )  Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas penataan kas, 

pembukuan, verifikasi, dan pembayaran . 

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas 

melakukan evaluasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan 

penyusunan laporan keuangan. 

(3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

pegawai Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, dan pegawai tidak 

tetap. 

Pasal 62 

Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan 

dinas dalam negeri dan luar negeri. 

Pasal 63 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian 

Perjalanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perjalanan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perjalanan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perjalanan; 

d. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas dalam negeri 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas dalam negeri 

kepada Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan dinas luar negeri kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 

Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

Pasal 64 

Bagian Perjalanan terdiri atas: 

a. Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan; 

b. Subbagian Perjalanan Dina.s Dalam Negeri Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian; dan 

c. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

Pasal 65 

(1) Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan administrasi perjalarian dinas dalam negeri 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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(2) Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi 

perjalanan dinas dalam negeri Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 

serta pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan. 

(3) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian. 

Paragraf 5 

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pasal 66 

Biro Pengelolan Barang Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan gedung dan instalasi, 

pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, serta pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro 

Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pengelolaan Barang Milik 

Negara; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Pengelolaan Barang Milik Negara; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Barang 

Milik Negara, pengelolaan gedung dan instalasi, rumah jabatan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

serta wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan gedung dan instalasi, rumah jabatan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta wisma Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

g. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara; 

h. pengelolaan gedung dan instalasi; 

1. pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indones ia; 

J· pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
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I. penyusunan laporan kinerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 
m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 68 
Biro Pengelolan Barang Milik Negara, terdiri atas: 
a. Bagian Administrasi Barang Milik Negara; 
b. Bagian Gedung dan Instalasi; 
c. Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; dan 
d. Bagian Pengelolaan Wisma DPR. 

Pasal 69 
Bagian Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan 
penatausahaan barang milik negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

Pasal 70 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian 
Administrasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi 

Barang Milik Negara; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara; 
d. perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara; 
e. penatausahaan Barang Milik Negara; 
f. pelaporan Barang Milik Negara; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 71 
Bagian Administrasi Barang Milik Negara terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 
b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan 
c. Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara. 

Pasal 72 

(1)  Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian 
pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 
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(2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan pembukuan dan inventarisasi Barang Milik Negara di 

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. 

(3) Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara di lingkungan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian, serta pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi 

Barang Milik Negara. 

Bagian Gedung dan Jnstalasi 

gedung dan pertamanan 

pemeliharaan instalasi. 

Pasal 73 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

serta melaksanakan pengoperasian dan 

Pasal 74 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian 

Gedung dan lnstalasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Gedung dan 

lnstalasi; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan 
pengoperasian instalasi; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan pengoperasian 
instalasi; 

d. pengelolaan gedung dan pertamanan; 
e. pengoperasian mekanikal; 

f. pengoperasian elektrikal; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Gedung dan Instalasi; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 
Barang Milik Negara; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 
Barang Milik Negara. 

Pasal 75 
Bagian Gedung dan Intalasi terdiri atas: 
a. Subbagian Gedung dan Taman; 

b. Subbagian Mekanikal; dan 
c. Subbagian Elektrikal. 

Pasal 76 
( 1) Subbagian Gedung dan Taman mempunyai tugas mengelola gedung 

serta melakukan pemeliharaan halaman dan taman. 

(2) Subbagian Mekanikal mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian 
mekanikal. 
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(3) Subbagian Elektrikal mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian 
elektrikal. 

Pasal 77 

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Pasal 78 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian 

Pengelolaan Rumah Jabatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Rumah 

Jabatan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan; 

d. pengelolaan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata; 

e. pengelolaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia; 

f. pengelolaan rumah jabatan anggota di kawasan Ulujami; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 79 

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan terdiri atas: 

a. Subbagian Pengelolaan RJA Kalibata; dan 

b. Subbagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJA Ulujami. 

Pasal 80 

(1)  Subbagian Pengelolaan RJA Kalibata mempunyai tugas mengelola rumah 

jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 

kawasan Kalibata. 

(2) Subbagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJA Ulujami mempunyai tugas 

mengelola rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, mengelola rumah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di kawasan Ulujami, dan melaksanakan tata usaha 

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan. 

Pasal 81 

Bagian Pengelolaan Wisma DPR mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 

pengelolaan, dan pemeliharaan wisma DPR. 
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Pasal 82 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ,  Bagian 
Pengelolaan Wisma DPR menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Wisma 

DPR; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan wisma DPR; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan wisma DPR; 
d. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR; 
e. pelaksanaan pelayanan wisma DPR; 
f. pelaksanaan pemeliharaan wisma DPR; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

Pasal 83 
Bagian Pengelolaan Wisma DPR terdiri atas: 
a. Subbagian Pelayanan Wisma; dan 
b. Subbagian Pemeliharaan Wisma. 

Pasal 84 
(1)  Subbagian Pelayanan Wisma mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan kerumahtanggaan wisma DPR yang meliputi bungalow, ruang 
sidang , dan gedung serbaguna. 

(2) Subbagian Pemeliharaan Wisma mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharaan sarana dan prasarana wisma DPR, dan pelaksanaan tata 
usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR. 

Paragraf 6 
Biro Umum 

Pasal 85 
Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengadaan, 
pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, 
pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan. 

Pasal 86 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Umum; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Umum; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Umum; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Umum; 
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pendistribusian dan 
g. 

h. 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengadaan, 
pengelolaan persuratan, penyimpanan dan pendistribusian 

perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan 
pengamanan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengadaan, pengelolaan 
persuratan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, pelayanan 
kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan; 
penyelenggaraan layanan pengadaan; 
pengelolaan persuratan, penyimpanan 
perlengkapan; 

1. pengelolaan dan pelayanan kendaraan; 
J. pengelolaan pengamanan; 
k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
I. penyusunan laporan kinerja Biro Umum; dan 
m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

Pasal 87 
Biro Umum terdiri atas: 
a. Bagian Layanan Pengadaan; 
b. Bagian Persuratan dan Penyimpanan; 
c. Bagian Kendaraan; dan 
d. Bagian Pengamanan Dalam. 

Pasal 88 
Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 

Pasal 89 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian 

Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Layanan 

Pengadaan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 
d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 
e. pelaksanaan kesekretariatan layanan pengadaan; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Layanan Pengadaan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

1 6 5  



Pasal 90 
Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas: 
a. Subbagian Pengadaan I; 
b. Subbagian Pengadaan II; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 91 
(1) Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

kesekretariatan layanan pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. 
(2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

kesekretariatan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya, 
serta pelaksanaan tata usaha Bagian Layanan Pengadaan. 

Pasal 92 
Bagian Persuratan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan tata persuratan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian serta penyimpanan dan 
pendistribusian perlengkapan. 

Pasal 93 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 92, Bagian 
Persuratan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Persuratan dan 

Penyimpanan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang per suratan , penyimpanan, dan 

pendistribusian perlengkapan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persuratan, penyimpanan, dan 

pendistribusian perlengkapan; 
d. pengelolaan urusan tata persuratan di lingkungan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian; 
e. pengelolaan penyirnpanan dan pendistribusian perlengkapan; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Persuratan dan Penyimpanan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 94 
Bagian Persuratan dan Penyimpanan terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Persuratan; dan 
b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian. 

Pasal 95 
(1 )  Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas menerima, mencatat, 

memilah, dan mendistribusikan surat di lingkungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian 
serta melaksanakan tata usaha Bagian Persuratan dan Penyimpanan. 
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(2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas 
menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan kepada seluruh unit 
kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Pasal 96 
Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan 
perawatan kendaraan dinas. 

Pasal 97 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian 
Kendaraan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Kendaraan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelayanan dan pemeliharaan 

kendaraan dinas; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan pemeliharaan kendaraan 

dinas; 
d. pelayanan kendaraan dinas; 
e. pemeliharaan kendaraan dinas; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Kendaraan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 98 
Bagian Kendaraan terdiri atas: 
a. Subbagian Pelayanan Ar.gkutan; dan 
b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas. 

Pasal 99 
(1)  Subbagian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan 

angkutan dan penggunaan kendaraan dinas serta melaksanakan 
kegiatan tata usaha Bagian Kendaraan. 

(2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan 
pemeliharaan kendaraan dinas. 

Pasal 100 
Bagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
keamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks perkantoran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Jabatan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 1 01  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian 
Pengamanan Dalam menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengamanan 

Dalam; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; 
d. pelaksanaan pengamanan kompleks perkantoran Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan pengamanan kompleks rumah jabatan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
f. pelaksanaan administrasi pengamanan; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengamanan Dalam; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum. 

Pasal 102 
Bagian Pengamanan Dalam terdiri atas: 
a. Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Kompleks DPR RI; 
b. Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan 

Anggota; dan 
c. Subbagian Administrasi Pengamanan. 

Pasal 103 

(1) Subbagian Pelaksariaan Pengamanan Kompleks DPR RI mempunyai 
tugas melakukan pengamanan dan ketertiban di lingkungan kompleks 
perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan 
Anggota mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban di 
lingkungan kompleks rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Subbagian Adrninistrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan 
administrasi pengamanan dan ketertiban serta melaksanakan kegiatan 
tata usaha Bagian Pengamanan Dalam. 

Bagian Keempat 
Deputi Bidang Persidangan 

Pasal 104 

(1 )  Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 105 

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Pasal 106 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi 

Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan 
kesekretariatan kepada Pimpinan; 

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama 
antarparlemen; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan hubungan 
masyarakat dan pemberitaan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 107 
Deputi Bidang Persidangan terdiri atas: 

a. Biro Persidangan I; 

b. Biro Persidangan II; 

c. Biro Kerja Sama Antar Parlemen; 

d. Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan 
e. Biro Pemberitaan Parlemen. 

Paragraf 1 
Biro Persidangan l 

Pasal 108 
Biro Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

persidangan komisi dan persidangan paripurna. 

Pasal 109 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Biro 

Persidangan l menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan I; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Persidangan I; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Persidangan I; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

persidangan; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 

Persidangan I; 
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g. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan 
panpurna; 

h. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi 
XI dan persidangan paripurna; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Persidangan; 

J. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 110  
Biro Persidangan I terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Komisi I; 
b. Bagian Sekretariat Komisi II; 
c. Bagian Sekretariat Komisi III; 
d. Bagian Sekretariat Komisi IV; 
e. Bagian Sekretariat Komisi V; 
f. Bagian Sekretariat Komisi VI; 
g. Bagian Sekretariat Komisi VII; 
h. Bagian Sekretariat Komisi Vlll; 
1. Bagian Sekretariat Komisi IX; 
J. Bagian Sekretariat Komisi X; 
k. Bagian Sekretariat Komisi XI; dan 
I. Bagian Persidangan Paripurna. 

Pasal 1 1 1  
B a gia n  Sekretariat Komisi I mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat 
dan tata usaha Komisi I. 

Pasal 1 1 2  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 1 ,  Bagian 
Sekretariat Komisi I menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi I; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi I; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi I; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 
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Pasal 1 1 3  
Bagian Sekretariat Komisi I terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 114  

(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi I. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Komisi I. 

Pasal 115  

Bagian Sekretariat Komisi II mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Komisi II. 

Pasal 1 1 6  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,  Bagian 

Sekretariat Komisi II menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

ll; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi II; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi II; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 1 1 7  

Bagian Sekretariat Komisi II terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 1 1 8  
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi II. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi II. 

Pasal 1 1 9  
Bagian Sekretariat Komisi III mernpunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Komisi III. 

1 7 1  



Pasal 120 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 19 ,  Bagian 
Sekretariat Komisi III menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

Ill; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi III; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi Ill; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksariaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 121 
Bagian Sekretariat Komisi Ill terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 122 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi Ill. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi III. 

Pasal 123 
Bagian Sekretariat Komisi IV mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi IV. 

Pasal 124 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian 
Sekretariat Komisi IV menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

IV; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi IV; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi IV; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I .  
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Pasal 125 
Bagian Sekretariat Komisi IV terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 126 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi IV. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi IV. 

Pasal 127 
Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi V. 

Pasal 128 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian 
Sekretariat Komisi V menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

V; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi V; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi V; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal l 29 
Bagian Sekretariat Komisi V terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 130 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi V. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi V. 

Pasal 131  
Bagian Sekretariat Komisi Vl mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi VI. 
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Pasal 132 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 1 ,  Bagian 
Sekretariat Komisi VI menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VI; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi VI; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VI; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 133 
Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 134 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi VI. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi VI. 

Pasal 135 
Bagian Sekretariat Komisi VII mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
rapat dan tata usaha Komisi VII. 

Pasal 136 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian 
Sekretariat Komisi VII menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VII; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi VII; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VII; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I .  
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Pasal 137 

Bagian Sekretariat Komisi VII terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 138 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi VII. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi VII. 

Pasal 139 

Bagian Sckretariat Komisi VIII mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Kornisi VIII. 

Pasal 140 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian 

Sekretariat Komisi VIII menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

VIII; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi VIII; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi VIII; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 141 

Bagian Sekretariat Komisi VIII terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 142 

(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi VIII .  

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi VIII. 

Pasal 143 

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Komisi IX. 
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Pasal 144 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bagian 

Sekretariat Komisi IX menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

IX; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi IX; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi IX; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 145 

Bagian Sekretariat Komisi IX terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 146 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi IX. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha pcrsidangan Komisi rx. 

Pasal 147 

Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Komisi X. 

Pasal 148 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian 

Sekretariat Komisi X menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

X; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi X; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi X; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 
I; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan Iungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan r. 
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Pasal 149 
Bagian Sekretariat Komisi X terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 150 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi X. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Komisi X. 

Pasal 151 
Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Komisi Xl. 

Pasal 152 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,  Bagian 

Sekretariat Komisi XI menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi 

XI; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Komisi XI; 

e. pelaksanaan dukungan tata usai.a Komisi XI; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persirlangan I. 

Pasal 153 

Bagian Sekretariat Komisi XI terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 154 

(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Komisi XI. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Komisi XI. 

Pasal 155 

Bagian Persidangan Paripurna mernpunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Persidangan Paripurna. 
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Pasal 156 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Bagian 
Persidangan Paripurna menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Persidangan 

Paripurna; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Persidangan Paripurna; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Persidangan Paripurna; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

Pasal 157 
Bagian Persidangan Paripuma terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 158 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat paripurna. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan paripurna. 

Paragraf 2 
Biro Persidangan II 

Pasal 159 
Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
persidangan kepada Sadan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 160 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Biro 
Persidangan II menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan II; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan II; 
c.  perurnusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Persidangan II; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di lingkungan Biro Persidangan II; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 
persidangan; 
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f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 
Persidangan II; 

g. pelaksanaan rapat di Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan administrasi persidangan di Badan, Mahkamah, dan 
Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Persidangan; 

J. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 161  
Biro Persidangan II terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Badan Legislasi; 
b. Bagian Sekretariat Badan Anggaran; 
c. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 
d. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan 
e. Bagian Sekretariat Panitia Khusus. 

Pasal 162 
Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan rapat dan tata usaha Badan Legislasi. 

Pasal 163 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bagian 
Sekretariat Badan Legislasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan 

Legislasi; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Badan Legislasi; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Legislasi; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan II. 

Pasal 164 
Bagian Sekretariat Badan Legislasi terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 165 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Legislasi. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Legislasi. 

Pasal 166 
Bagian Sekretariat Sadan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan rapat dan tata usaha Sadan Anggaran. 

Pasal 167 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bagian 
Sekretariat Sadan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Anggaran; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Sadan Anggaran; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Anggaran; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Persidangan II. 

Pasal 168 
Bagian Sekretariat Sadan Anggaran terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 169 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Anggaran. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Anggaran. 

Pasal 170 
Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas 
melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Mahkarnah Kehormatan 
Dewan. 

Pasal 171  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bagian 
Sekretariat Mahkamah Kehcrrnatan Dewan menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 
Mahkamah Kehormatan Dewan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Mahkamah Kehormatan Dewan; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan; 
f. pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan 

bahan penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

11; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan II. 

Pasal 172 
Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Subbagian Administrasi Perkara. 

(1) 

Pasal 173 
Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan 
penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat 

pelaksanaan 
Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. 
(3) Subbagian Administrasi Perkara mempunyai tugas melakukan 

dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan bahan 
penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Pasal 174 
Bagian Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas 
melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Sadan Urusan Rumah 
Tangga. 

Pasal 175 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bagian 
Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencaria kegiatan <lan anggaran Sagian Sekretariat Sadan 

Urusan Rumah Tangga; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Sadan Urusan Rumah Tangga; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Urusan Rumah Tangga; 
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f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 
JI; dan 

g. pelapo.an pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Persidangan II. 

Pasal 176 
Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 177 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Urusan Rumah 
Tangga. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan Sadan Urusan Rumah Tangga. 

Pasal 178 
Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan rapat dan tata usaha Panitia Khusus. 

Pasal 179 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bagian 
Sekretariat Panitia Khusus menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Panitia 

Khusus; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat 

Panitia Khusus; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Panitia Khusus; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan 

II; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan II . 

Pasal 180 

Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 181 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan 

penyiapar. bahan/materi dan pelaksanaan rapat Panitia Khusus. 
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(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Panitia Khusus. 

Paragraf 3 

Biro Kerja Sama Antar Parlemen 

Pasal 182 

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan kesekretariatan kerja sama antarparlemen dan Jayanan alih 
bahasa. 

Pasal 183 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 82, Biro 

Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar 
Parlemen; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar 

Parlemen; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja 

Sama An tar Parlemen; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksar.aan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan 

Kerja Sama Antar Parlemen; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Sadan Kerja Sama Antar 

Parlemen; 
g. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi internasional dan 

dukungan analisis terhadap isu internasional; 
h. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi regional dan 

dukungan analisis terhadap isu regional; 

1. penyelenggaraan persidangan kerja sama bilateral dan dukungan 

analisis terhadap isu bilateral; 

J.  penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan 

luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

k. penyelenggaraan dukungan alih bahasa; 
l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
m. penyusunan Japoran kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan 

n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 184 

Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri atas: 

a. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi lnternasional; 
b. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional; 
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c. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral; 
d. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota; dan 
e. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

Pasal 185 
Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi lnternasional mempunyai tugas 

penyelenggaraan rapat dan tata usaha desk organisasi parlemen internasional 
dan kerja sama organisasi multilateral internasional Badan Kerja Sama Antar 
Parlemen. 

Pasal 186 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bagian 
Sekretariat Kerja Sama Organisasi lnternasional menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Organisasi Internasional; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama 

organisasi internasional; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama organisasi 

internasional; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk 

organisasi internasional Badan Kerja Sama Antar Parlemen; 
e. pelaksanaan tata usaha desk organisasi internasional Badan Kerja Sama 

Antar Parlemen; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 
Antar Parlemen; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 
Antar Parlemen. 

Pasal 187 
Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 188 
(1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk organisasi internasional Badan Kerja Sama 
Antar Parlemen. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 
usaha persidangan desk organisasi internasional Badan Kerja Sama 
Antar Parlemen. 

Pasal 189 
Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional mempunyai tugas 
penyelenggaraan rapat dan tata usaha desk organisasi parlemen regional dan 

1 8 4  



kerja sama organisasi multilateral regional Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

Pasal 190 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bagian 

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Organisasi Regional; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama 

organisasi regional; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama organisasi 

regional; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk 

organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. pelaksanaan tata usaha desk organisasi regional Badan Kerja Sama 

Antar Parlemen; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 191 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha, 

Pasal 192 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan desk organisasi regional Sadan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

Pasal 193 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas penyelenggaraan 

rapat dan tata usaha desk kerja sama bilateral Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

Pasal 194 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bagian 

Sekretariat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja 

Sama Bilateral; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama bilateral; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan kerja sama bilateral; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk kerja 

sama bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen; 

e. pelaksanaan tata usaha desk kerja sama bilateral Badan Kerja Sama 

Antar Parlemen; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 195 

Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 196 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan/materi 

dan pelayanan rapat desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

(2) Sutbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan desk kerja sama bilateral Sadan Kerja Sama Antar 

Parlemen. 

Pasal 197 

Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota mempunyai tugas 

penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar 

negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

penyelenggaraan dukungan alih bahasa. 

Pasal 198 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bagian 

Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi 

Kegiatan Luar Negeri Anggota; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan alih bahasa; 

f. pelaksanaan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
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g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen; dan 

h. peiaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama 

Antar Parlemen. 

Pasal 199 

Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota terdiri atas: 

a. Subbagian Penyiapan Administrasi; dan 

b. Subbagian Alih Bahasa. 

Pasal 200 

(1) Subbagian Penyiapan Administrasi mempunyai tugas melakukan 

dukungan penyiapan bahan/materi, pelayanan rapat, dan tata usaha 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan dukungan alih 

bahasa. 

Paragraf 4 

Biro Kesekretariatan Pimpinan 

Pasal 201 

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal serta dukungan persidangan 

kepada Sadan Musyawarah. 

Pasal 202 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 201, Biro 

Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

kesekretariatan pirnpinan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan; 

g. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan kepada Pirnpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

h. penyelenggaraan dukungan rapat dan tata usaha Sadan Musyawarah; 
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1. penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat 

Jenderal; 

J. penyelenggaraan dukungan administrasi Staf Khusus Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
I. penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan 

m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 203 
Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: 

a. Bagian Sekretariat Ketua; 
b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 
c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; 
d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

e. Bagian Sekretariat WakiJ Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

f. Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah; dan 
g. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 204 
Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas melaksanakan dukungan tata 

usaha dan kerumahtanggaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 205 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bagian 
Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Ketua; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan 
kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan ; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 206 

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
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b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 207 

(1)  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan administrasi 

Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 

kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 208 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan. 

Pasal 209 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian 

Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan 

kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 210 

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 2 1 1  

(1 )  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 
Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan 

Keamanan. 
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(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan 
Keamanan. 

Pasal 2 1 2  
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri 
dan Pembangunan. 

Pasal 2 1 3  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 2 ,  Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang lndustri dan Pembangunan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan 

kerumahtanggaan; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan; 
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan; 
e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewar. Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang lndustri dan Pem+angunan; 
f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang lndustri dan 
Pembangunan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 2 14 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang lndustri dan Pernbangunan terdiri 
atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal215 
(1)  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan 
Pembangunan. 
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(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang lndustri dan 
Pembangunan. 

Pasal 2 1 6  
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan 
Keuangan. 

Pasal 217 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 6 ,  Bagian 

Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan , 

Pasal 2 18 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 2 19 
(1 )  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan 

Keuangan. 
(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 

kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan 

Keuangan. 

1 9 1  



Pasal 220 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat rnernpunyai 

tugas rnelaksanakan kegiatan tata usaha dan kerurnahtanggaan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 221 
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 220, Bagian 
Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat rnenyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerurnahtanggaan; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
d. pelaksanaan urusan kerurnahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pase>! 222 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal223 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

WakiI Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas rnelakukan urusan 
kerumahtanggaan, pengaturan tarnu , dan perjalanan dinas Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. 

Pasal 224 
Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan rapat dan tata usaha Sadan Musyawarah. 
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Pasal 225 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian 

Sekretariat Sadan Musyawarah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Sadan 

Musyawarah; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Sadan 

Musyawarah, Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, rapat konsultasi, dan rapat koordinasi; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Musyawarah; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 226 

Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 227 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan 

bahan/materi dan pelaksanaan rapat Sadan Musyawarah, Rapat 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat 

Konsultasi, dan rapat koordinasi. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata 

usaha persidangan Sadan Musyawarah. 

Pasal 228 

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 229 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bagian 

Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha 

Pimpinan Sekretariat Jenderal; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kesekretariatan pimpinan 

Sekretariat Jenderal; 

c. pelaksanaan dukungan tata usaha Sekretaris Jenderal; 

d. pelaksanaan dukungan tata usaha Deputi Bidang Persidangan dan 

kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Deputi Bidang Administrasi dan 

kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; 
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f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 230 

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; 

b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan; dan 

c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi. 

Pasal 231 

(1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan 

dukungan tata usaha kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas 

melakukan dukungan tata usaha kepada Deputi Bidang Persidangan 

dan kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. 

(3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas 

melakukan dukungan tata usaha kepada Deputi Bidang Administrasi 

dan kepala biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. 

Paragraf 5 

Biro Pemberitaan Parlemen 

Pasal 232 

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan 

radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. 

Pasal 233 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Biro 

Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan 

Parlemen; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Pemberitaan Parlemen; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, 

pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan 

penerbitan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan inforrnasi, 

kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan; 

g. penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website; 
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h. penyelenggaraan hubungan masyarakat; 
i. penyelenggaraan televisi dan radio; 
J. penyelenggaraan urusan penerbitan; 
k. penyelenggaraan kehumasan; 
l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
m. penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Pasal 234 
Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas: 
a. Bagian Media Cetak dan Media Sosial; 
b. Bagian Hubungan Masyarakat; 
c. Bagian Televisi dan Radio Parlemen; dan 
d. Bagian Penerbitan. 

Pasal 235 
Bagian Media Cetak dan Media Sosial mempunyru tugas mengelola 
pemberitaan di media cetak, media social, dan website, serta melaksanakan 
analisis media. 

Pasal 236 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bagian 
Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan 

Media Sosial; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media 

sosial, website, dan analisis media; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, 

website, dan analisis media; 
d. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak; 
e. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website; 

f. pelaksanaan analisis media; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Pemberitaan Parlemen; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Pemberitaan Parlemen. 

Pasal 237 

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas: 
a. Subbagian Media Cetak; 
b. Subbagian Media Sosial dan Website; dan 

c. Subbagian Analisis Media. 
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Pasal 238 
( 1) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas mengelola pemberitaan di 

media cetak. 

(2) Subbagian Media Sosial dan Website mempunyai tugas mengelola 

pemberitaan di media sosial dan website. 

(3) Subbagian Analisis Media mempunyai tugas melakukan analisis media 

dan pelaksanaan tata usaha Bagian Pemberitaan 

Pasal 239 
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penerangan 
kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik. 

Pasal 240 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian 
Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hubungan 

Masyarakat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang hubungan masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat; 

d. penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan tentang 
keparlemenan; 

e. pelayanan informasi publik; 
f. pelaksanaan kehumasan; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Pemberitaan Parlemen; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Pemberitaan Parlemen. 

Pasal 241 
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: 
a. Subbagian Penerangan; dan 
b. Subbagian Pelayanan lnformasi Publik. 

Pasal 242 
(1 )  Subbagian Penerangan mempunyai tugas penyiapan bahan materi dan 

pelaksanaan penerangan kepada masyarakat mengenai Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas pemberian 

Iayanan informasi publik kepada masyarakat dan pelaksanaan tata 
usaha Bagian Hubungan Masyarakat. 

Pasal 243 
Bagian Televisi dan Radio Parlemen mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pengelolaan televisi dan radio. 
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Pasal 244 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian 

Televisi dan Radio Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Televisi dan Radio 
Parlemen; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; 

d. pengelolaan program dan produksi televisi; 
e. pengelolaan teknik televisi; 

f. pengelolaan radio; 

g. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Biro Pemberitaan 

Parlemen; dan 

1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Biro Pemberitaan 
Parlemen. 

Pasal 245 

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas: 

a. Subbagian Program dan Produksi Televisi; 
b. Subbagian Teknik Televisi; dan 

c. Subbagian Radio. 

Pasal 246 

(1)  Subbagian Program dan Produksi Televisi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan berita, program, dan produksi televise. 

(2) Subbagian Teknik Televisi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

teknis televisi. 
(3) Subbagian Radio mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 

dan pelaksanaan teknis produksi radio serta pelaksanaan kegiatan tata 

usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen. 

Pasal 247 

Bagian Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan 

produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 

dan Sadan Keahlian. 

Pasal 248 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 247, Bagian 

Penerbitan menyeienggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Penerhitan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penerbitan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang penerbitan; 

d. pelaksanaan proses produksi; 

e. pelaksanaan distribusi produk terbitan; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Penerbitan; 

1 9 7  



g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Biro Pemberitaan 
Parlemen; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Biro Pemberitaan 

Parlemen. 

Pasal 249 
Bagian Penerbitan terdiri atas: 
a. Subbagian Produksi; dan 
b. Subbagian Distribusi. 

tugas melaksanakan kegiatan 
dan kegiatan tata usaha Bagian 

(2) 

Pasal 250 
(1)  Subbagian Produksi mempunyai tugas melaksanakan proses 

penyuntingan, penilaian naskah, pengelolaan naskah, desain, editor 
visual, dan pencetakan naskah. 
Subbagian Distribusi mempunyai 
promosi, distribusi produk terbitan, 
Penerbitan. 

Bagian Kelima 
Inspektorat Utama 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 251 
(1) Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. 

Pasal 252 
lnspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. 

Pasal253 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, 
lnspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis lnspektorat Utama; 
b. koordinasi dan pernbinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan lnspektorat Utama; 

c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; 
d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
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e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama. 

Pasal 254 
Inspektorat Utama terdiri atas: 
a. Inspektorat l; 
b. Inspektorat II; 
c. Bagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 
Inspektorat I 

Pasal 255 
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang 
keuangan, kinerja, dan umum di Iingkungan Deputi Bidang Administrasi, 
Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan 
Informasi. 

Pasal 256 
Dalam melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 255, 
Inspektorat I menyclenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat I; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat I; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat I; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Inspektorat I; 

reviu, evaluasi, 

lingkungan Deputi 
Pendidikan dan 

[. 

perumusan kebijakan pengawasan; 
pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di 
Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat 
Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 

g. pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan 
Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan 

e. 

Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 
h. penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan 

umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, lnspektorat Utama, 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan lnformasi; 

1. penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum 
di lingkungan Deputi Bidang Adrninistrasi, Inspektorat Utama, Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 
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J. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang 
Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta 
Pusat Data dan lnformasi; 

k. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi dan kejahatan keuangan; 

1. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, 
kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, 
Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data 
dan Jnformasi atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

m. pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik 
pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 

n. pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SP!); 
o. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait; 
p. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang 

keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang 
Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta 
Pusat Data dan lnformasi; 

q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, 
dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang 
Administrasi, Jnspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta 
Pusat Data dan Informasi; 

r. pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaari intern dan 
ekstern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi 
Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 

s. pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan 
ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi 
Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi; 

t. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan 
dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, 
dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat 
Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan 
Informasi; 

u. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat l ; 
v. penyusunan laporan kinerja Inspektorat I; 
w. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan 
x. pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Inspektorat II 

Pasal 257 
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang 

keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan 
Sadan Keahlian. 

Pasal 258 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, 

Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di lingkungan lnspektorat II; 

e. perumusan kebijakan pengawasan; 

f. pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi 
Bidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan 

Deputi Bidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

h. penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan 

umum di lingkungan Deputi Sidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 
1. penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum 

di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

J· pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan 

wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan dan Sadan Keahlian; 

k. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi dan kejahatan keuangan; 

l. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, 

kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Sadan 

Keahlian; 

m. pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik 

pegawai di lingkungan Deputi Sidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

n. pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SP!); 

o. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait; 

p. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang 
keuangan, kinerja, dan urnum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 

dan Sadan Keahlian; 

q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, 
dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan dan Sadan Keahlian; 
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r. pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan 

ekstem bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi 

Bidaag Persidangan dan Sadan Keahlian; 

s. pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan 

ekstem bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi 

Bidang Persidangan dan Sadan Keahlian; 

t. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan 

dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, 

dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Sadan 

Keahlian; 

u. penyusunan Japoran hasil pengawasan lnspektorat II; 

v. penyusunan Japoran kinerja lnspektorat II; 

w. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada lnspektorat Utama; dan 

x. pelaksanaan fungsi Jain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 4 

Sagian Tata Usaha 

Pasal 259 
Bagian Tata Usaha mempunyai rugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
lnspektorat Utama. 

Pasal 260 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bagian 
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha 

lnspektorat Utama; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha lnspektorat 
Utama; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha lnspektorat 
Utama; 

d. dukungan administrasi perencanaan dan keuangan lnspektorat Utama, 
lnspektorat I, dan lnspektorat ll; 

e. dukungan administrasi kepegawaian dan umum lnspektorat Utama, 
lnspektorat I, dan lnspektorat ll; 

f. dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan lnspektorat Utarna, 
lnspektorat I, dan lnspektorat II; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh lnspektur Utama; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada lnspektur Utama. 

Pasal 261 
Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
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b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 262 
(1 )  Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Inspektorat Utama, 
Inspektorat I, dan Jnspektorat II. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan administrasi kepegawaian dan umum Jnspektorat Utama, 
lnspektorat I, dan Inspektorat !I. 

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan lnspektorat Utama, 
lnspektorat I, dan Inspektorat II. 

Bagian Keenam 
Pusat Perididikan dan Pelatihan 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 263 
(1)  Pusat pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung di 

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian, yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal 264 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perididikan 
dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian. 

Pasal 265 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan; 

d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 

e. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; 
g. perencanaan pendidikan dan pelatihan; 
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h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
1. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan; 
J. pelaksanaan tata usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 
k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; 
l. penyusunan laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan 
m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 266 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: 
a. Bidang Perencanaan DikJat; 
b. Bidang Pelaksanaan Diklat; 
c. Bidang Evaluasi Diklat; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 
Bidang Perencanaan Diklat 

Pasal 267 
Bidang Perencanaan DikJat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 
penyusunan program pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 268 
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang 
Perencanaan Diklat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan Diklat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan 

pelatihan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan; 
d. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan; 
e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan; 
f. pengkajian dan pengembangan kurikulum; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan. 

Paragraf 3 
Bidang Pelaksanaan Diklat 

Pasal 269 
Bidang Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan. 
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Pasal 270 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bidang 

Pelaksanaan Diklat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pelaksanaan Diklat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
e. pelaksanaan uji kompetensi; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan. 

Paragraf 4 

Bidang Evaluasi Diklat 

Pasal 271 

Bidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendidikan 

dan pelatihan. 

Pasal 272 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 271, Bidang 
Evaluasi Diklat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Evaluasi Diklat; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan 

pelatihan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan; 
d. pelaksanaan monitoring terhadap perencanaan rlan pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan; 

e. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan; 

f. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan. 

Paragraf 5 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 273 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan, bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 
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Bagian Ketujuh 

Pusat Data dan Informasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 274 

(1 )  Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung di llingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal 275 

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas meiaksanakan layanan 

perpustakaan, pengolahan data dan teknoiogi informasi, pengarsipan, dan 

risalah rapat. 

Pasal 276 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Pusat 

Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan Informasi; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan 

Informasi; 

c. perurnu san dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Data dan 

Informasi; 

d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pusat Data dan Informasi; 

e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi 

informasi dan komunikasi, pengarsipan, dan risalah rapat; 

f. pengelolaan perpustakaan; 

g. pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik; 

h. pengelolaan kearsipan dan museum; 

1. pengelolaan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

J. peiaksanaan kegiatan Iain yang ditugaskan oieh Sekretaris Jenderal; 

k. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Informasi; dan 

I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 277 

Pusat Data dan Informasi terdiri atas: 

a. Bidang Perpustakaan; 

b. Bidang Data dan Teknologi Informasi; 

c. Bidang Arsip dan Museum; 

d. Bidang Risalah; 

e. Subbagian Tata Usaha; dan 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf 2 

Bidang Perpustakaan 

Pasal 278 

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

perpustakaan. 

Pasal 279 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang 

Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perpustakaan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perpustakaan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan; 

d. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka; 

e. pelayanan jasa perpustakaan; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 

Informasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 

Informasi. 

Paragraf 3 

Bidang Data dan Teknologi Informasi 

Pasal 280 

Bidang Data dan Teknologi lnformasi mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, 

serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 

Pasal 281 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang 

Data dan Teknologi lnformasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Data dan Teknologi 

lnformasi; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 

d. pengelolaan teknologi informasi; 

e. pengelolaan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 

Informasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 

lnformasi. 
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Paragraf 4 
Bidang Arsip dan Museum 

Pasal 282 
Bidang Arsip dan Museum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 
kearsipan dan pengelolaan museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Pasal 283 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 282, Bidang 
Arsip dan Museum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Arsip dan Museum; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang kearsipan dan museum; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang kearsipan dan museum; 
d. pembinaan dan pengelolaan kearsipan; 
e. pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan 

museum; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 

Informasi; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 

Informasi. 

Paragraf 5 
Bidang Risalah 

Pasal 284 
Bidang Risalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan risalah rapat 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 285 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian 
Risalah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Risalah; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang risalah; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang risalah; 
d. pelaksanaan penyusunan transkrip rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan pendistribusian hasil transkrip; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan 

Informasi; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan 
Informasi. 
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Paragraf 6 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 286 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Pusat Data dan lnformasi, bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 

BAB III 

SADAN KEAHLIAN 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 287 

(1) Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang 
selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini disebut Sadan Keahlian merupakan 

aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat 

Jenderal. 

(2) Sadan Keahlian dipimpin oleh Kepala Sadan Keahlian. 

Pasal288 

Sadan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang 

keahlian. 

Pasal289 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Sadan 

Keahlian menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sadan Keahlian; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di lingkungan Sadan Keahlian; 

c. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 

anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 
akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia; 

f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
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g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian 
keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan administrasi Sadan Keahlian; dan 
1. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal. 

Pasal 290 
Sadan Keahlian terdiri atas: 
a. Pusat Perancangan Undang-Undang; 
b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 
c. Pusat Kajian Anggaran; 
d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 
e. Pusat Penelitian; 
f. Bagian Tata Usaha Sadan Keahlian; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Pusat Perancangan Undang-Undang 

Pasal 291 
Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang. 

Pasal 292 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291,  Pusat 
Perancangan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang­ 

Undang; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan 

Undang-Undang; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Perancangan Undang-Undang; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

perancangan Undang-Undang; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang- 

undang; 
g. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang; 
h. pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang; 
1. peiaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang; 
J. penyusunan Japoran kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlian. 
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Pasal 293 
Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 294 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Perancangan Undang-Undang. 

Bagian Ketiga 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Pasal 295 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan 
pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 296 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pernantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 
c. pcrumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di 
Mahkamah Konstitusi; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan 
undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi; 

g. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang­ 
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi; 

h. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang; 
1. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang 

di Mahkamah Konstitusi; 
J. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 

Undang; 
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k. penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 
Undang; dan 

I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlia.n. 

Pasal 297 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 298 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Sagian Keempat 
Pusat Kajian Anggaran 

Pasal 299 
Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas mendukung kelancaran 
pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. 

Pasal 300 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Pusat 
Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian 

Anggaran; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Kajian Anggaran; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian 

anggaran; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran; 
g. pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran; 
h. pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; 
1. pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran; 
J. penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlian. 

Pasal 301 
Pusat Kajian Anggaran terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 302 

Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Pusat Kajian Anggaran. 

Bagian Kelima 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Pasal 303 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan 

anggaran. 

Pasal 304 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Pusat 

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Akuntabilitas 

Keuangan Negara; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian 

Akuntabilitas Keuangan Negara; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian 

Akuntabilitas Keuangan Negara; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian 

akuntabilitas keuangan negara; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian akuntabilitas 

keuangan negara; 

g. pelaksanaan dukungan evaluasi kajian akuntabilitas keuangan negara; 

h. pelaksanaan dukungan pengkajian akuntabilitas keuangan negara dan 

kinerja Kementerian/Lembaga; 

1. pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Akuritabilitas Keuangan Negara; 

J. penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 

Negara; dan 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada KepaJa Sadan Keahlian. 

Pasal 305 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 306 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Bagian Keenam 

Pusat Penelitian 

Pasal 307 

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 308 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Pusat 

Penelitian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian; 

b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Penelitian; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Pusat Penelitian; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian 

dan penelitian; 

f. pelaksanaan keLijakan di bidang dukungan penelitian; 

g. pelaksanaan dukur..gan evaluasi penelitian; 

h. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian; 

1. pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian; 

j. penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian; dan 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sadan Keahlian. 

Pasal 309 

Pusat Penelitian terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

Pasal 310 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Pusat Penelitian , bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 
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Bagian Ketujuh 

Bagian Tata Usaha Badan Keahlian 

Pasal 3 1 1  

Bagian Tata Usaha Badan Keahlian mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 

Badan Keahlian. 

Pasal312 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 1 1 ,  Bagian 

Tata Usaha Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Badan 

Keahlian; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Badan 

Keahlian; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Badan Keahlian; 

d. dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Badan Keahlian, 

Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas 

Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian; 

e. dukungan administrasi kepegawaian dan umum Badan Keahlian, Pusat 

Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang­ 

Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 

Negara, dan Pusat Penelitian; 

f. dukungan administrasi pelaporan Badan Keahlian, Pusat Perancangan 

Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 

dan Pusat Penelitian; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian; 

dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 

Pasal313 

Bagian Tata Usaha Badan Keahlian terdir i atas: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 314 

( 1 )  Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Badan Keahlian, 

Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas 

Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian. 
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(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan adrninistrasi kepegawaian dan umum Sadan Keahlian, Pusat 

Perancangan Undang-Undang, Pusat Pernautauan Pelaksanaan Undang­ 

Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 

Negara, dan Pusat Penelitian. 

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

dukungan administrasi pelaporan Sadan Keahlian, Pusat Perancangan 

Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 

dan Pusat Penelitian. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 315 

(1) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian dapat dibentuk 

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 316 

(1 )  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang bidang 

keahliannya. 

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang 

ditunjuk oleh kepala unit kerja masing-masing. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan 

beban kerja. 
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

SAS IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 317 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk 

sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang Sekretariat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

2 1 6  



Pasal 318  
Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317  ditetapkan dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara. 

S AB V  

TATA KERJA 

Pasal 319 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata 
hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian. 

Sekretaris J enderal dan 
kepada Pimpinan Dewan 
hasil pelaksanaan tugas 

Pasal 320 
Kepala Sadan Keahlian menyampaikan laporan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 321 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian harus menyusun analisis jabatan, 

peta jabatan, analisis be ban ke.ja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan 
di lingkungan Sekretariat Jendera! dan Sadan Keahlian. 

Pasal 322 
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian dalam 

melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi, baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 
maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah, baik pusat maupun 
daerah. 

Pasal323 
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian 
intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan 
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

Pasal 324 

Setiap pimpma n unit organisasi harus bcrtanggung jawab mernimpin dan 
mengoordinasikan bawahan masing-rnasing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. 
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Pasal 325 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahan masing-masing dan apab.Ia terjadi penyimpangan wajib mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal326 
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk 
serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. 

Dalam melaksanakan 
melakukan pembinaan 
bawahnya. 

tugas, 
dan 

Pasal 327 
setiap pimpman unit organisasi harus 

pengawasan terhadap unit organisasi di 

BAB VI 
ESELON 

Pasal 328 
(1) Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Keahlian, Deputi, dan lnspektur 

Utama merupakan jabatan struktural eselon I.a. atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Madya. 

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural 
eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon 
HI.a. atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Subbidang dan Subbagian merupakan jabatan struktural eselon 
IV.a. atau Jabatan Pengawas. 

BAB Vil 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal329 

Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Pasal 330 

Perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan oleh Sekretaris 
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Jenderal setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 331 
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, seluruh jabatan 
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013, tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Pasal 332 
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER­ 

SEKJEN/2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang 
baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

BAB!X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 333 
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 334 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Oktober 2015 

SEKRETARIS JENDERAL 

ttd. 

Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si. 

NIP. 19561125 198203 2 002 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat, 

Juliasih, S.H., M.H. 

NIP. 19610725 198803 2 001 
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SURAT MENPA AN RB NOMOR 

B/ 467 /M.PAN-RB O /2016 TEN 
PENATAAN ORGANISAS DAN 
KERJA SEKRETARIAT JEN 
BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN 
REPUBLIK INDONESI 



Nomor 

Lampiran 

Hal 

MENTER! 
l'E'-OA\'AGUNAA,'1 APARATUR l'iEGAH \ 

OAN HEFOR�IASI BIROKRASI 
REPUBLJK Il'iDONESIA 

B/ 46'./- /M.PAN-RB/01/2016 

Satu Berkas 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPRRI  

22 Januari 2016 

Yth. 

Sekretaris Jenderal DPR RI 

di 

Jakarta 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor SJ/19540/SETJEN-DPRRI/KP.03/12/2015 

tangpal 30 Desember 2015 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini disampaikan bahwa pada 

prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organlsasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang meliputi penataan 

layer eselon I l l  dan eselon IV pada Deputi Bidang Administras, dan Deputi Bidang 

Persidangan. 

Bersama ini kami sampaikan kemba l i Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan 

Sekretaris Jendera l Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan Dewan Pcrwakilan Rakyat 

Repub l ik Indonesia yang tclah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk 

selanjutnya dapat ditetapkan menjad i Peraturan Sekretaris Jcndera l Dewan Perwakilan 

Rakyat Repubhk Indonesia, dan sa l inannya mohon disampaikan kepada Kementenan 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut 

biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar 

memanfaatkan pegawai aparatur sipil Negara dan sumber daya manusia lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ada di Sekretanat rencerat uewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau lnstansi Pemerintah di luar Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya agar 

berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Sirokrasi dan/atau Sadan Kepegawaian Negara. 

Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa 

dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi 

pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah. 

Dengan penataan tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon Deputi 

Sidang Persidangan dan Deputi Sidang Administrasi sebagaimana terlampir. 

l\tas perhatian dan kerja sama Saudara, d isampa ikan terima kasih. 

Tembusan: 

1. Kepala Sadan Kepegawaian Negara; 

2. Kepala Lembaga Adm inistrasi Negara; dan 

3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 
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l.arnpiran Surat Menteri PANRB 
Nomor B/ 46i /M.PAN-RB/01/2016 
Tanggal : 27. Januari 2016 

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON 
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI 

--- -� Eselon 
No Unit Organisasi 

I.a II.a Ill.a IV.a 
-- -- --I-- - 

1. Deputi Bidang Persidangan 1 5 34 72 
2. Deputi Bidang Administrasi 1 6 20 46 

Jumlah 2 11 54 118 

Menteri 
Pm'itlay unaan Aparatur Negara 

� 'i:.cf�n Ji\efor asi Birokrasi, 
" 1' 
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PERAT 

SEKRETA JENDERAL 

NOMOR 2 TAH 2016 TENTANG 

PERUBAHAN ATA 

PERATURAN SEKRETA S JE 

NOMOR 6 TAHUN 2015 TE • ._,.. 

ORGANISASI DAN TATA K 

SEKRETARIAT JENDE DAR 

BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKIL RAKYAT 

REPUBLIK INDON IA 



PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rneningkatkan 
pelaksanaan tugas dukungan administrasi dan 
persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, maka dipandang perlu 
membentuk unit kerja di bidang administrasi 
keuangan, sekretariat musyawarah pimpinan, 
dan tata usaha tenaga ahli dan staf 
administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Pera tu ran Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 
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Mengingat 

Memperhatikan 

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5650); 
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 805); 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 
B/467 /M.PAN-RB/01 /2016 tanggal 22 Januari 

2016; 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 
2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut: 

l .  Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 
Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 

masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. 

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 

Bagian Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan 

Masyarakat; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat; 

d. pelaksanaan dukungan analisis surat pengaduan dan 

permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;pelaksanaan 

dukungan pengadministrasian surat pengaduan dan 
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permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

e. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat. 

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 
Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas: 
a. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I; dan 
b. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II. 

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 
(1 )  Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I mempunyai tugas 

melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 
masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan 
kesejahteraan rakyat dan permasalahan yang ditujukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat JI mempunyai tugas 
melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan 
masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri, dan 
pembangunan dan permasalahan yang ditujukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pengaduan 
lainnya yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal, dan 
pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat. 

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan 
manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan 
dan kesekretariatan fraksi, penataan organisasi dan tata laksana, 
serta pengelolaan pelayanan kesehatan. 
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6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Kepegawaian 

dan Organisasi; 
b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; 
c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi; 
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

kepegawaian dan organisasi; 
f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan 

orgarusasr; 

g. pengelolaan manajemen kepegawaian; 
h. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan 

kesekretariatan fraksi; 
1. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
J. pengelolaan pelayanan kesehatan; 
k. pelaksanaan analisis kepegawaian; 
I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Administrasi; 
m. penyusunan laporan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: 

a. Bagian Kepegawaian; 
b. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; 
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan 
d. Bagian Pelayanan Kesehatan. 
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8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 
Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan administrasi 
kesekretariatan fraksi. 

9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi 

keanggotaan dan kesekretariatan fraksi; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan 

kesekretariatan fraksi; 
d. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan fraksi; 
f. pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi. 

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai herikut: 

Pasal 41 

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi terdiri atas: 

a. Subbagian Administrasi Keanggotaan; dan 
b. Subbagian Kesekretariatan Fraksi. 
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1 1 .  Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku t: 

Pasal 42 
(1 )  Subbagian Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas 

melakukan dukungan administrasi keanggotaan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata 
usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. 

(2) Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melakukan 
dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
51,  Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan 

dan Keuangan; 

b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro 

Perencanaan dan Keuangan; 

c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 
Perencanaan dan Keuangan; 

d .  koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan; 

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan dan pengelolaan keuangan; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 
pengelolaan keuangan; 

g. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran; 

h. pelaksanaan administrasi keuangan; 

1. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara; 

J. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, 
dan Badan Keahlian; 

k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Administrasi; 

I. penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan; 

dan 

235 



m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 
Administrasi. 

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 
Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
a. Bagian Perencanaan; 
b. Bagian Administrasi Keuangan; 
c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 
d. Bagian Perjalanan. 

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 54 
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Sadan Keahlian. 

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

program, 
Republik 

bahan usulan rencana 
Dewan Perwakilan Rakyat 

f. 

Pasal 55 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian 

Perencanaan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan; 
d. penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja 

tahunan Sekretariat Jenderal; 
e. penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia; 

pelaksanaan penyiapan 
kegiatan dan anggaran 
Indonesia, Sekretariat .Jenderal, dan Sadan Keahlian; 

g. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 
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1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada KepaJa Biro 
Perencanaan dan Keuangan. 

16. Ketentuan PasaJ 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 56 
Bagian Perencanaan terdiri atas: 
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; dan 
b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat 

JenderaJ dan Badan Keahlian. 

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana 
strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
penyiapan bahan usulan rencana program, serta kegiatan dan 
anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan penyusunan rencana strategis dan rencana program 
kerja tahunan Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan usulan 
rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian, serta pelaksanaan tata usaha Bagian 
Perencanaan. 

18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 58 

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penataan kas dan pembukuan, verifikasi, dan penggajian anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian, serta pegawai tidak tetap. 

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, 
Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
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penggajian anggota Dewan 
Indonesia, pegawai Sekretariat 

e. 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian 
Administrasi Keuangan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan; 
d. pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan 

pembayaran; 
pelaksanaan administrasi 
Perwakilan Rakyat Republik 
Jenderal dan Badan Keahlian, serta pegawai tidak tetap; 

f. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan; 
g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

20. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 60 
Bagian Administrasi Keuangan terdiri atas: 
a. Subbagian Kas dan Pembukuan; dan 
b. Subbagian Penggajian. 

2 1 .  Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61 
(1 )  Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan 

penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran. 
(2) Subbagian Penggajian mernpunyai tugas melakukan 

administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian, dan pegawai tidak tetap. 

22 . Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu 
Pasal 61A ,  61B, 61C, dan 610, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61A 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
monitoring dan evaluasi, revisi anggaran, dan penyusunan laporan 
keuangan. 
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Pasal 61B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi, 

pertanggungjawaban dan pelaporan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan 

keuangan; 
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran; 
e. pelaksanaan kegiatan revisi anggaran; 
f. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan; 
g. pelaksanaan tata usaha Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 
h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

Pasal 61C 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: 
a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan 
b. Subbagian Pelaporan. 

Pasal 61D 
(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 

melakukan revisi, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran. 

(2) Subbagian Pelaporan mernpunyai tugas melakukan 
penyusunan laporan keuangan. 

23. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 201 
Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal, dukungan 

persidangan kepada Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, serta tata usaha tenaga ahli dan staf 

administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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24. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

dan staf 
Republik 

tata usaha tenaga ahli 
Dewan Perwakilan Rakyat 

kegiatan 
anggota 

Pasal 202 
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
201,  Biro Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 
b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 
c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan; 
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

dukungan kesekretariatan pimpinan; 
f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan 

kesekretariatan pimpinan; 
g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
h. pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan 

Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

1. pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat 
Jenderal; 

pelaksanaan 
administrasi 

J. 

Indonesia; 
k. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
I. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
m. penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan; 

dan 
n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

25. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 203 
Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Ketua; 
b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Kearnanan; 
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c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan 
Pembangunan; 

d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi aan Keuangan; 
e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
f. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; 
g. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; 
h. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan 
1. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

DPR. 

26. Ketentuan Pasal 224 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 224 
Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah 
dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

27. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 225 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
224, Bagian Sekretariat Badan Musyawarah menyelenggarakan 

fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Badan Musyawarah; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan 
Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Musyawarah; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pirnpinan. 

28. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 227 
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( 1 )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan 
penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat Badan Musyawarah 
dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan 
tata usaha persidangan Badan Musyawarah dan Tim Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

29. Diantara Pasal 227 dan Pasal 228 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu 
Pasal 227 A, 2278, 227C, dan 227D, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 227A 
Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan 
koordinasi, dan konsultasi. 

Pasal 2278 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
227A, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan rnenyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Musyawarah Pimpinan; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat 
Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, perternuan konsultasi, dan koordinasi; 

e. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Musyawarah 

Pimpinan; 

f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 227C 

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan terdiri atas: 

a. Subbagian Rapat; dan 

b. Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 2270 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan 

penyiapan bahan dan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan 
konsultasi, dan koordinasi. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan 
tata usaha persidangan Musyawarah Pimpinan. 

30. Diantara Pasal 231 dan Pasal 232 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu 
Pasal 231A, 2318, 231C, dan 2310, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 231A 
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR 
mempunyai tugas melaksanakan dukungan tata usaha dan 
pengelolaan tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil. 

ahli, staf 
Republik 

Pasal 2318 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
231A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 
DPR menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha 

Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang ketatausahaan dan 
pengelolaan tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai 

nonpegawai negeri sipil; 
pelaksanaan dukungan tata usaha tenaga 
administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

c. 

Indonesia, dan, pegawai nonpegawai negeri sipil; 

d. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli; 

e. pelaksanaan pengelolaan staf administrasi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai 

nonpegawai negeri sipil; 

f. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Tata Usaha Tenaga 

Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; dan 
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h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 231C 
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR 
terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli; dan 
b. Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR. 

Pasal 231D 
(1) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli mempunyai tugas 

melakukan dukungan tata usaha dan pengelolaan tenaga ahli 
serta pelaksanaan tata usaha Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli 
dan Staf Administrasi Anggota DPR. 

(2) Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR 
mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha dan 
pengelolaan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan pegawai nonpegawai negeri 
sipil. 

Pasal II 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 25 Januari 2016 
SEKRETARIS JENDERAL 

ttd. 

Dr. Winantuningtyastiti S. ,  M.Si. 
NIP. 19561125 198203 2 002 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat, 

�;L- 
Juliasih, S.H. ,  M.H. 

NIP. 19610725 198803 2 001 
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SURAT MENPA AN RB NOMOR 

B/297 /M.KT.Ol/2 18 TENTANG 

PENATAAN ORGANISASI DAN 't 

KERJA SEKRETARIAT JEND 
BADAN KEAHLIAN ·�[ai!i 
DEWAN PERWAKILAN 

REPUBLIK INDONESI 



Nomor 

Lampiran 

Hal 

Mt::-TERJ 

PEl'DAYAGUNAA!'i . .\PARUCR !\"EGAR, 

DA1'i REFOR\1AS1 B!ROKR•SI 

REPCBUK U\DONESU 

Bi 19 T /M.KT01/2018 

Satu Berkas 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian DPR RI 

I'} April 2018 

Yth. 

Sekretaris Jenderal DPR RI 

di 

Jakarta 

Sehubungan dengan 

DPRRI/KP.03/03/2018 tanggal 

surat Saudara 

21 Maret 2018 

Nomor SJ/05678/SET JEN- 

perihal Penyampaian Naskah 

Akademik dan Draft Perubahan Kedua Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 ,  dengan ini 

disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi 

dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, yang meliputi 

penataan Biro Persidangan I, Biro Persidangan 1 1 ,  dan Biro Kesekretariatan 

Pimpinan pada Deputi Bidang Persidangan dan Pusat Data dan lnformasi. 

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwak i lan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Psrwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 

Perwak:lan Rakyat Republik Indonesia yang telah disempurnakan sesuai dengan 

pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI, dan salinannya mohon disampa ikan kepada Kementerian 

Pendayagunaan Apara\ur Negara dan Reformasi B irokrasi. 
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Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, · segala sesuatu yang 
menyangkut biaya agar memanfaaikan anggaran yang tersedia di Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun mengenai 
kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara dan surnber 
daya manusia lainnya sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan, yang ada 
di Sekretariet Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwekilan Rakyat Republik 

Indonesia dan/etau lnstansi Pemerintah di !uar Sekretariat Jenderal Sekretariat 
Jenderal Dewar, Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia, yang dalarn 

pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Sirokrasi dan!atau Sadan Kepegawaian Negara. 

Serkaitan dengan penataan organisasi tersebut, dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan 

fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah. 

Dengan penataan tersebut, rnaka rekapitulasi unit organisasi dan eselon 
Deputi Sidang Persidangan dan Pusat Data dan lnformasi sebagaimana terlampir. 

Alas perha!ian dan kerja sarna Seudara, disampaikan terima kasih. 

Tembusan : 
1 .  Kepala Sadan Kepegawaian Negara; dan · 
2. Direktur Jenderal Anggaran. Kernenterian Keuangan: 
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Lampiran Surat Menteri PANRB 
Nomor B/ {)..9r /M.KT.01/2018 
Tanggal : I :3 April 2018 

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON 
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 

I  No. Unit Organisasi Eselon I 
. 

.  

I I .a I  I I .a I  I  I .a IV.a I  

1 .  Deputi Bidanq Persidanqan I  1 I  5 37 I 76 I 
2. I Pusat Data dan lnformasi ' - I 1 3 1 

I I 1 I 6 40 77 

Menteri 
1;.Pi·� gunaan Aparatur Negara 

�/�12�.fe asi Birokrasi, 
( }'.;  '-�-- . "O ..,. .> 

ii rn 
I c� J 
\ .-;,_\. - , / 

,- ' �.,, ,. ... 

\ ,: ." .: ·'· ,:::,:,1,,�.:. �,..· 

'<_�,Abnur 
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PERATu�� 

SEKRETARI JBNDERAL 

NOMOR 7 TA 2018 TENTANG 

PERUBAHAN KEDU ATAS 

PERATURANSEKRET SJE 

NOMOR 6 TAHUN 2015 TE 

ORGANISASI DAN TATA K 

SEKRETARIAT JENDE 

BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKIL 

REPUBLIK INDON 



PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
U ndang-U ndang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat 
perubahan dalam jumlah Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang harus 
ditindaklanjuti dengan pembentukan unit 
pendukungnya; 

b. bahwa pembentukan unit pendukung sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan 
persetujuan tcrtulis Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 
surat Nomor 8/297 /M.KT.01/2018 Perihal 
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 
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Mengingat 

Menetapkan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6187 ) ;  

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun '.l015 Nomor 43); 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
.Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016 ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 11 huruf g dan h diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 1  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
Biro Protokol menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Protokol; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Protokol; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Biro Protokol; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

keprotokolan; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan; 
g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian, serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia di bandara; 

h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian; 

1. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan 
penyelenggaraan urusan logistik keprotoko!an; 

J .  pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Administrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan 
I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

2. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 108 
Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan 
dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 
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3. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 109 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, 
Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan 

I; 

c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 
Persidangan I; 

d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Biro Persidangan I; 

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 
persidangan; 

f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 
Persidangan I; 

g. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan 
persidangan paripuma; 

h. pelaksanaan tata usaha persidangan di kornisi I sampai dengan 
kornisi XI dan persidangan paripuma; 

1. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

J. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Persidangan; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan 
I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

4. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan huruf m dan n, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 110  
Biro Persidangan I terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Komisi I; 
b. Bagian Sekretariat Komisi II; 
c. Bagian Sekretariat Komisi III; 
d. Bagian Sekretariat Komisi IV; 
e. Bagian Sekretariat Komisi V; 
f. Bagian Sekretariat Komisi VI; 
g. Bagian Sekretariat Komisi VII; 
h. Bagian Sekretariat Komisi Vlll; 
1. Bagian Sekretariat Komisi IX; 
J. Bagian Sekretariat Komisi X; 
k. Bagian Sekretariat Komisi XI; 
I. Bagian Persidangan Paripurna; 
m. Bagian Risalah; dan 
n. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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5. Diantara Pasal 158 dan 159 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 
158A dan 158B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 158A 
Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 1588 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
158A, Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 
d. pelaksanaan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Persidangan I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

6. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 161 
Biro Persidangan II terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Sadan Legislasi; 
b. Bagian Sekretariat Sadan Anggaran; 
c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
d. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 
e. Bagian Sekretariat Sadan Urusan Rumah Tangga; dan 
f. Bagian Sekretariat Panitia Khusus. 

7. Diantara Pasal 169 dan 170 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 
169A, 169B, 169C, dan 169D sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 169A 
Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai 
tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Sadan 
Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Pasal 1698 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169A, Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan 

dukungan rapat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Sadan Akuntabilitas Keuangan 

Negara; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Persidangan II; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan II. 

Pasal 169C 
Bagian Sekretariat Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 1690 
(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan 

pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat 
Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan 
tata usaha persidangan Sadan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

8. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 203 

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Ketua; 
b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 
c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan 

Pembangunan; 
d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 
e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
f. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 

Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 
g. Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah; 
h. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; 
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan 
J .  Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

DPR. 
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9. Diantara Pasal 223 dan 224 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 
223A, 223B, 223C, 223D, dan 223E sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 223A 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga. 

Pasal 223B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, 
dan Hubungan Antar Lembaga; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan 
kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas 
Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

f. pelaksariaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal 223C 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan An tar Lembaga terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Subbagian Kerumahtanggaan. 
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Pasal 223D 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha Wakil Ketua dan dukungan administrasi StafKhusus Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan 
urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan 
dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan 
Hubungan Antar Lembaga. 

Pasal 223E 
Jumlah Bagian yang melaksanakan dukungan kesekretariatan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 akan disesuaikan dengan 
susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, cian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

10. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 275 
Pusat Data �an Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan 
perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, serta 
pengelolaan kearsipan dan museum. 

11 .  Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 276 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, 
Pusat Data dan lnformasi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan 

Informasi; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan 

lnformasi; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Data dan lnformasi; 
d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pusat Data dan Informasi; 
e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, 

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan kearsipan 
dan museum; 

f. pengelolaan perpustakaan; 
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g. pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik; 

h. pengelolaan kearsipan dan museum; 
1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; 
J. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Informasi; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

12. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 277 
Pusat Data dan Informasi terdiri atas: 
a. Bidang Perpustakaan; 
b. Bidang Data dan Teknologi Informasi; 
c. Bidang Arsip dan Museum; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

13. Pasal 284 dihapus. 

14. Pasal 285 dihapus. 

15. Diantara Pasal 329 dan 330 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
329A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal J29A 
Sepanjang unit pembina jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan 
jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum dibentuk, 
pelaksanaan tugas unit pembina dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian 
dan Organisasi. 

16. Diantara Pasal 333 dan 334 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
333A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 333A 
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini mulai berlaku seluruh Lampiran Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwak:ilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 23 April 2018 

Plt. SEKRETARJS JENDERAL 

Ttd. 

Dra. DAMAYANTI, M.Si. 
NIP. 196202111987032002 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat, 

Juliasih, S.H. ,  M.H. 

NIP. 19610725 198803 2 001 
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